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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat 
Rahmat dan Ijin-Nya penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(RENJA-SKPD) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota 
Banjarbaru Tahun 2025 dapat diselesaikan. 

Renja Perubahan-SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 
Kota Banjarbaru Tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2025 yang merupakan dasar dalam rangka 
persiapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025. 

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) 
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun  2025 
memuat isu-isu strategis yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Banjarbaru 
selama Tahun 2025. 

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) 
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2025 ini 
disusun berdasarkan  pemikiran yang komfrehensif terhadap evaluasi rencana kerja 
tahun berjalan dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah, sedang dan 
akan dijalankan, sehingga Renja ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 
Perikanan Kota Banjarbaru untuk melaksanakan program kerja selama Tahun 
Anggaran 2025.  

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah 
berpartisipasi dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 
SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 
2025. 

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(RENJA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, 
khususnya dalam rangka mewujudkan Good Governance serta penyusunan 
kebijakan, program dan kegiatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan Kota 
Banjarbaru dimasa yang akan datang. 

 
 

Banjarbaru,      Juni  2025 
Kepala Dinas, 

 
 
 
 

ABU YAJID BU STAMI, S.SOS, M.AP 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19660711 198703 1 005 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Daerah, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen 

rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana 

Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA-SKPD), yang memuat kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode 

jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai 

acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam 

membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam 

pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, 

dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan 

untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. 

Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran 

dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem 

Akuntabilitas Kinerja (SAKIP). 

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguanan Jangka menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

Sehubungan dengan hal tersebut SKPD dapat menyusun Rencana 

Kerja (Renja) Perubahan  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2025 
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dengan memperhatikan hasil evaluasi pencapaian pelaksanaan rencana kerja 

Tahun lalu dan penyesuaian perubahan arah kebijakan dan  pembangunan   

daerah serta isu pembangunan nasional sebagai bahan penyusunan 

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru 

Tahun 2025. 

Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan  Kota Banjarbaru Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian 

kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu 

meliputi : evaluasi pencapaian target  kinerja  dan pencapaian anggaran 

program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas serta adanya 

penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dan isu pembangunan 

nasional yang berkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Kota Banjarbaru antara lain dukungan swasembada pangan, 

dukungan pencegahan stunting serta dukungan terhadap pengendalian inflasi 

di daerah. 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru 

Tahun 2025 telah melaksanakan Program kegiatan prioritas untuk mendukung 

target pembangunan Pemerintah Pusat (Nasional), Provinsi , Daerah  maupun 

target rencana kerja SKPD DKP3 Tahun 2025 melalui kegiatan yang nyata 

mendukung pembangunan khususnya bidang Pangan, Pertanian dan 

Perikanan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu adanya tambahan 

anggaran pada perubahan APBD tahun 2025  agar target kinerja dapat dicapai 

sampai dengan akhir tahun 2025, maka perlu disusun Perubahan Renja Tahun 

2025 yang digunakan sebagai dasar dan bagian dari proses penyusunan 

perubahan APBD Tahun 2025. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 

Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota 

Banjarbaru Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);  

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
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Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4844);  

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);  

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4725);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Pasal 264 ayat (5) dan pasal 317: 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor  41 Tahun 2007 tentang Satuan Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4741); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah  Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4725); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4816); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah  Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2) Pasal 

161 ayat (1) dan Pasal 169 

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 

dalam Pembangunan Nasional; 

16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan 

yang Berkeadilan; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguanan Jangka 

menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 
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21. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pasal 9 ayat 

(2) ; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025; 

24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang 

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) ; 

26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 

2005 – 2025    ( Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11); 

27. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 32 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Kota Banjarbaru 

(Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 32); 

28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar 

Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11); 

29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7). 

30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2024 tentang Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025; 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 

2025 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan 

dokumen perencanaan pembangunan yang berisi : 

a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Banjarbaru;  
 

b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru;  
 

c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada 

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota 

Banjarbaru;  

 

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan 

kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan 

sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta 

sebagai arah dan acuan : 

a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;  

b) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran;  

c) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan 

efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;  

d) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara 

Sekretariat dan Bidang-Bidang dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

 Sistematika Rencana Kerja (Renja)  Perubahan Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru  adalah sebagai berikut : 
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BAB II  

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 
 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 
RENSTRA Perangkat Daerah 

 
 Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 tahun 

2010 tentang perubahan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. 

Evaluasi dilakukan dengan mengukur realisasi capaian-capaian target perencanaan 

yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis. Evaluasi terhadap Rencana Kerja 

(Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2025 meliputi 3 

(tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana 

program/kegiatan dan hasil rencana program/kegiatan. 

 Rencana Kerja (Renja) Perubahan  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Kota Banjarbaru tahun 2025 juga dipengaruhi oleh dilaksanakannya 

Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Kota Banjarbaru.  

Terdapat 10 (sepuluh) program, terdiri dari  3  (tiga) program  urusan wajib 

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 7 (tujuh) program Urusan 

Pemerintahan Pilihan, dengan total kegiatan 24 (dua puluh empat) dan 47 (empat 

puluh tujuh) sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Kota Banjarbaru dalam rangka  mewujudkan  visi misi pemerintah Kota Banjarbaru. 

Untuk hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun 2024) dapat dilihat pada 

Tabel berikut ini :  
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Tabel 

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru 

Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2024 

                           

N
o
. 

Sas
ara
n  

Program/Kegi
atan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome)
/Kegiatan 
(Income) 

Target 
Renstra 

Perangkat 
Daerah pada 
Tahun 2026 

(Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah) 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 
sampai 

dengan Renja 
Perangkat 

Daerah Tahun 
Lalu (2023) 

Target Kinerja 
dan Anggaran 

Renja 
Perangkat 

Daerah Tahun 
berjalan   
(2024)  

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi 
Capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

Renja 
Perangkat 

Daerah yang 
dievaluasi 

Realisasi 
Kinerja dan 
Anggaran 
Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d 
tahun 2024 

(Akhir Tahun 
Pelaksanaan 

Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 2024) 

Tingkat 
Capaian 
Kinerja 

dan 
Realisasi 
Anggara

n 
Renstra 
Perangk

at 
Daerah 

s/d 
tahun 

2024 (%) 

Unit 
Peran
gkat 

Daera
h 

Pena
nggu

ng 
Jawa

b 

I II III IV 

1 2 3 

4 5 6 
7 8 9 10 11 

12 = 8 + 9 + 
10 + 11 

13 = 6 + 12 
14 = 13/5 
x 100% 

15 
K 

(%) 
Rp K 

(%) 
Rp K 

(%) 
Rp K 

(
%
) 

Rp K 
(

%
) 

Rp K 
(

%
) 

Rp K 
(%
) 

Rp K 
(%
) 

Rp K 
(%
) 

Rp 

K 
(%
) 

Rp 

1   PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH
AN DAERAH 
KABUPATEN/
KOTA 

Indeks 
Kepuasan 
Internal 

100
% 

        
16.299.
387.00

0  

100
% 

12.473.
659.90

3 

100
% 

16.907.
437.74

9 

1
8
% 

2.675.
462.76

8 

39
% 

5.707.3
89.715 

2
4

% 

3.569.
432.51

0 

26
% 

4.404.
161.03

7 

97
% 

16.356.
446.03

0 

19
7
% 

28.830.
105.93

3 

19
7% 

17
7% 

Sekre
tariat 

    Perencanaan, 
Penganggara
n, dan 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 

Jumlah 
Dokumen 
perencana
an tepat 
waktu 

5% 101.90
2.000 

3% 118.13
3.800 

5 
dok
ume

n 

390.20
2.750 

1
8
% 

63.264
.750 

34
% 

118.45
3.500 

2
1

% 

73.025
.000 

33
% 

130.57
7.748 

99
% 

385.32
0.998 

10
2
% 

503.45
4.798 

20
35
% 

49
4% 
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Daerah 

    Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

 Jumlah 
Dokumen 
perencana
an tepat 
waktu  

 2 
dok
ume

n  

29.282.
000 

 2 
dok
ume

n  

22.523.
450 

 5 
dok
ume

n  

            
33.652.

750  

3
4
% 

8.824.
750 

12
% 

2.994.0
00 

3
9

% 

10.065
.000 

27
% 

            
9.017.
748  

91,
8
% 

30.901.
498 

92
% 

53.424.
948 

  18
2% 

    Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

 Jumlah 
Dokumen 
perencana
an tepat 
waktu  

 6 
Lap
oran  

          
72.620.
000,00  

 3 
Lap
oran  

95.610.
350 

 5 
dok
ume

n  

          
356.55

0.000  

1
7
% 

54.440
.000 

35
% 

115.45
9.500 

1
9

% 

62.960
.000 

34
% 

        
121.56
0.000  

99,
4
% 

354.41
9.500 

99
% 

450.02
9.850 

  62
0% 

    Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

  100
% 

        
13.997.
774.00

0  

96% 10.997.
992.91

2 

 1 
tahu

n  

     
13.319.
350.46

9  

2
0
% 

2.408.
247.52

1 

43
% 

5.248.9
42.083 

2
3

% 

2.811.
886.17

4 

19
% 

2.588.
058.72

5 

98
% 

13.057.
134.50

3 

19
4
% 

24.055.
127.41

5 

19
4% 

17
2% 

    Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

 
Tersediany
a Gaji dan 
Tunjangan 
PNS  

 100 
Ora
ng / 
bula

n  

        
13.722.
607.00

0  

 98 
Ora
ng/ 
bula

n  

10.952.
340.29

7 

 114 
oran

g  

     
13.270.
790.46

9  

2
0
% 

2.398.
967.82

1 

43
% 

5.237.8
12.483 

2
3

% 

2.794.
540.37

4 

19
% 

     
2.580.
520.72
5  

98
% 

13.011.
841.40

3 

98
% 

23.964.
181.70

0 

  17
5% 

    Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD 

 
Kesesuaia
n BMD 
DKP3 
dengan 
Neraca 
Aset  

 2 
Lap
oran  

               
73.205.

000  

 2 
Lap
oran  

23.001.
415 

 1 
dok
ume

n  

            
23.560.

000  

3
3
% 

7.785.
700 

22
% 

5.281.1
00 

1
7

% 

              
4.104.
800  

21
% 

4.985.
000 

94
% 

22.156.
600 

94
% 

45.158.
015 

  62
% 

    Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 

 Waktu 
Penyelesai
an Surat 
Perintah 
Membayar 

 4 
Lap
oran  

             
201.96

2.000  

 4 
Lap
oran  

22.651.
200 

 1 
dok
ume

n  

            
25.000.

000  

6
% 

1.494.
000 

23
% 

5.848.5
00 

5
3

% 

13.241
.000 

10
% 

2.553.
000 

93
% 

23.136.
500 

93
% 

45.787.
700 

  23
% 
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Bulanan/Triwul
an/Semestera
n SKPD 

yang 
dinyatakan 
lengkap 
dan sah 
secara 
tepat waktu  

    Administrasi 
Barang Milik 
Daerah Pada 
Perangkat 
Daerah 

  100
% 

0 93%       
28.719.
550,00  

              
30.868.

000  
0
% 

0 46
% 

14.171.
922 

3
0

% 

9.222.
000 

20
% 

6.112.
400 

96
% 

29.506.
322 

18
9
% 

58.225.
872 

18
9% 

  

    Rekonsiliasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Barang Milik 
Daerah Pada 
SKPD 

Jumlah 
Laporan 
Rekonsilias
i dan 
Penyusuna
n Laporan 
Barang 
Milik 
Daerah 
pada 
SKPD 

 5 
Lap
oran  

0  5 
Lap
oran  

28.719.
550 

              
30.868.

000  

0
% 

0 46
% 

14.171.
922 

3
0

% 

9.222.
000 

20
% 

6.112.
400 

96
% 

29.506.
322 

96
% 

58.225.
872 

      

    Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

   1 
Lap
ora
n  

975.52
3.000 

 1 
Lap
ora
n  

520.39
9.279 

 1 
tahu

n  

       
1.052.4
60.500  

9
% 

86.878
.151 

11
% 

103.81
1.366 

3
2

% 

309.81
2.350 

42
% 

447.08
8.832 

90
% 

947.59
0.699 

90
% 

1.467.9
89.978 

  15
0% 

  

    Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

 Jumlah 
Paket 
Peralatan 
dan 
Perlengkap
an Kantor 
yang 
Disediakan  

 4 
Pak
et  

24.035.
000 

 2 
Pak
et  

28.699.
700 

 1 
pak
et  

            
88.908.

500  

0
% 

0 57
% 

16.417.
000 

4
9

% 

14.294
.000 

63
% 

55.915
.100 

97
% 

86.626.
100 

97
% 

115.32
5.800 

  48
0% 

  

    Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

 Jumlah 
Paket 
Bahan 
Logistik 
Kantor 

 6 
Pak
et  

306.62
3.000 

 6 
Pak
et  

217.61
8.750 

 1 
pak
et  

          
240.00

0.000  

2
5
% 

54.246
.500 

12
% 

25.618.
700 

4
3

% 

94.074
.600 

24
% 

57.525
.500 

96
% 

231.46
5.300 

96
% 

449.08
4.050 

  14
6% 
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yang 
Disediakan  

    Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

 jumlah 
Paket 
Barang 
Cetakan 
dan 
Pengganda
an yang 
Disediakan  

 2 
Pak
et  

24.525.
000 

 2 
Pak
et  

19.581.
275 

 1 
pak
et  

            
20.000.

000  

0
% 

0 34
% 

6.719.5
00 

3
0

% 

6.085.
000 

25
% 

4.948.
500 

89
% 

17.753.
000 

89
% 

37.334.
275 

  15
2% 

  

    Penyediaan 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
undangan 

 Jumlah 
Dokumen 
Bahan 
Bacaan 
dan 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 
Disediakan  

 1 
Dok
ume

n  

39.531.
000 

 1 
Dok
ume

n  

6.000.0
00 

 1 
Dok
ume

n  

              
6.000.0

00  

0
% 

0 0
% 

0 5
0

% 

              
3.000.
000  

50
% 

3.000.
000 

10
0
% 

6.000.0
00 

10
0
% 

12.000.
000 

  30
% 

  

    Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

 Jumlah 
laporan 
Penyeleng
garaan 
Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
DKP3  

 2 
Lap
oran  

580.80
9.000 

 1 
Lap
oran  

248.49
9.554 

 2 
Dok
ume

n  

          
697.55

2.000  

5
% 

32.631
.651 

8
% 

55.056.
166 

2
8

% 

192.35
8.750 

47
% 

325.69
9.732 

87
% 

605.74
6.299 

87
% 

854.24
5.853 

  14
7% 

  

    Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

  100
% 

             
150.07

1.000  

100
% 

           
99.020.
000  

            
304.72

7.080  

0
% 

0 0
% 

0 9
5

% 

148.06
0.000 

50
% 

151.50
5.000 

98
% 

299.56
5.000 

19
8
% 

398.58
5.000 

19
8% 

26
6% 

  

    Pengadaan 
Mebel 

  - - - - 3 
unit 

            
49.671.

000  

0
% 

0 0
% 

0 0
% 

0 99,
8

% 

49.555
.000 

99,
8
% 

49.555.
000 

99,
8
% 

49.555.
000 
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    Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah 
Unit 
Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya 
yang 
Disediakan 

 1 
unit  

150.07
1.000 

 46 
unit  

99.020.
000 

            
255.05

6.080  

0
% 

0 0
% 

0 9
5

% 

148.06
0.000 

40
% 

101.95
0.000 

98
% 

250.01
0.000 

98
% 

349.03
0.000 

  23
3% 

  

    Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah  

  100
% 

429.56
9.000 

100
% 

462.06
8.762 

            
642.26

8.000  

1
5
% 

90.460
.546 

24
% 

147.38
0.044 

2
1

% 

130.63
7.435 

23
% 

150.32
7.832 

81
% 

518.80
5.857 

18
1
% 

980.87
4.619 

18
1% 

22
8% 

  

    Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

 Jumlah 
Laporan 
Penyediaa
n Jasa 
Komunikasi
, Sumber 
Daya Air 
dan Listrik 
yang 
Disediakan  

 3 
lapo
ran  

380.37
4.000 

 1 
lapo
ran  

225.79
4.266 

 3 
lapo
ran  

          
338.30

0.000  

1
5
% 

49.835
.290 

16
% 

53.316.
275 

1
7

% 

56.624
.162 

19
% 

62.853
.858 

66
% 

222.62
9.585 

66
% 

448.42
3.851 

  11
8% 

  

    Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor  

 Jumlah 
Laporan 
Penyediaa
n Jasa 
Pelayanaa
n Umum 
Kantor 
yang 
Disediakan  

 1 
lapo
ran  

49.195.
000 

 1 
lapo
ran  

236.27
4.496 

 1 
lapo
ran  

          
303.96

8.000  

1
4
% 

40.625
.256 

33
% 

94.063.
769 

2
6

% 

74.013
.273 

29
% 

87.473
.974 

97
% 

296.17
6.272 

97
% 

532.45
0.768 

  10
82
% 

  

    Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

  100
% 

644.54
8.000 

100
% 

247.32
5.600 

         
1.167.5
60.950  

8
% 

26.611
.800 

23
% 

74.630.
800 

2
7

% 

86.789
.551 

80
% 

930.49
0.500 

96
% 

1.118.5
22.651 

19
6
% 

1.365.8
48.251 

19
6% 

21
2% 
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    Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 

 Jumlah 
Kendaraan  
Perseorang
an Dinas 
atau 
Kendaraan 
Dinas 
Jabatan 
yang 
Dipelihara 
dan 
Dibayarkan 
Pajaknya  

 1 
unit  

46.413.
000 

 1 
unit  

26.193.
000 

 1 
unit  

            
31.733.

650  

9
% 

2.808.
000 

13
% 

4.212.0
00 

1
3

% 

4.280.
900 

23
% 

7.186.
600 

58
% 

18.487.
500 

58
% 

44.680.
500 

  96
% 

  

    Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 
Lapangan 

 Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 
Operasiona
l atau 
Lapangan 
yang 
Dipelihara 
dan 
dibayarkan 
pajaknya  

 70 
unit  

552.74
7.000 

 70 
unit  

194.14
2.600 

 70 
unit  

          
302.66

2.550  

9
% 

23.803
.800 

25
% 

68.108.
800 

2
8

% 

77.558
.651 

35
% 

106.95
6.950 

91
% 

276.42
8.201 

91
% 

470.57
0.801 

  85
% 

  

    Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

 Jumlah 
Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya 
yang 
Dipelihara  

 30 
unit  

35.139.
000 

 31 
unit  

21.010.
000 

 28 
unit  

            
22.265.

000  

0
% 

0 15
% 

2.210.0
00 

8
% 

1.250.
000 

77
% 

17.180
.000 

93
% 

20.640.
000 

93
% 

41.650.
000 

  11
9% 

  

    Pemeliharaan/
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana  
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 

           5 
unit  

          
799.99

9.750  

            99
% 

792.06
6.950 

99
% 

792.06
6.950 

99
% 

792.06
6.950 
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    Pemeliharaan/
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 

 Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 
yang 
Dipelihara/
Direhabilita
si  

 16 
unit  

10.249.
000 

 15 
unit  

5.980.0
00 

 15 
unit  

            
10.900.

000  

0
% 

0 2
% 

100.00
0 

6
3

% 

3.700.
000 

65
% 

7.100.
000 

10
0
% 

10.900.
000 

10
0
% 

16.880.
000 

  16
5% 

  

2   PROGRAM 
PENINGKATA
N 
DIVERSIFIKA
SI DAN 
KETAHANAN 
PANGAN 
MASYARAKA
T 

 Skor Pola 
Pangan 
Harapan 
(PPH) 
Konsumsi  

95% 2.023.9
52.000 

                
90,3
5  

       
3.254.7
81.600  

9
% 

111.50
7.000 

42
% 

543.81
1.750 

1
0

% 

132.47
9.500 

72
% 

2.338.
610.62

0 

96
% 

3.126.4
08.870 

96
% 

3.126.4
08.870 

10
1% 

15
4% 

  

       Faktor 
Pembentu
k PPH 
Konsumsi  

                      
92,8  

                      0
% 

0       

       
Persentas
e PSAT 
(Pangan 
Segar Asal 
Tumbuhan
 ) yang 
Aman  

        75%                       0
% 

0       
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    Penyediaan 
dan 
Penyaluran 
Pangan 
Pokok atau 
Pangan 
Lainnya 
sesuai 
dengan 
Kebutuhan 
Daerah 
Kabupaten/K
ota dalam 
rangka 
Stabilisasi 
Pasokan dan 
Harga 
Pangan 

  100
% 

534.97
5.000 

                
471.46

4.400  

2
% 

5.575.
000 

72
% 

214.25
9.200 

8
% 

22.800
.000 

45
% 

211.91
7.120 

96
% 

454.55
1.320 

96
% 

454.55
1.320 

96
% 

85
% 

  

    Penyediaan 
Informasi 
Harga Pangan 
Tingkat 
Produsen dan 
Konsumen 
Wilayah 
Kabupaten/Kot
a 

 Informasi 
Harga 
Pangan 
dan Neraca 
Bahan 
Makanan  

 1 
lapo
ran  

81.054.
000 

     1 
lapo
ran  

          
423.40

1.400  

0
% 

0 84
% 

209.73
4.000 

5
% 

12.000
.000 

46
% 

196.52
5.120 

99
% 

418.25
9.120 

99
% 

418.25
9.120 

  51
6% 

  

    Penyusunan 
Neraca Bahan 
Makanan 
(NBM) 

Tersediany
a Informasi 
Neraca 
Bahan 
Makanan 
(NBM) 

1 
dok
ume

n 

       1 
dok
ume

n  

            
48.063.

000  

1
2
% 

5.575.
000 

9
% 

4.525.2
00 

2
2

% 

10.800
.000 

32
% 

15.392
.000 

75,
5
% 

36.292.
200 

76
% 

36.292.
200 

      

    Pengelolaan 
dan 
Keseimbanga
n Cadangan 
Pangan 
Kabupaten/K

  100
% 

510.23
9.000 

100
% 

1.270.8
88.870 

         
1.806.1
66.900  

1
4
% 

33.246
.000 

59
% 

136.38
4.750 

7
% 

15.670
.000 

85
% 

1.543.
753.00

0 

96
% 

1.729.0
53.750 

19
6
% 

2.999.9
42.620 

19
6% 

58
8% 
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ota 

    Penyusunan 
Rencana 
Kebutuhan 
Pangan Lokal 

Rencana 
Kebutuhan 
Pangan 
Lokal 

 1 
dok
ume

n  

219.61
5.000 

 1 
dok
ume

n  

92.747.
200 

 1 
dok
ume

n  

          
769.32

2.950  

3
8
% 

32.740
.000 

25
% 

21.404.
750 

0
% 

0 89
% 

686.46
2.100 

96
% 

740.60
6.850 

96
% 

833.35
4.050 

  37
9% 

  

    Pengadaan 
Cadangan 
Pangan 
Pemerintah 
Kabupaten/Kot
a 

 Jumlah 
Cadangan 
Pangan 
Pemerintah 
Kabupaten/
Kota  

 ton  290.62
4.000 

 98 
ton  

1.178.1
41.670 

 25 
ton  

       
1.036.8
43.950  

0
% 

506.00
0 

80
% 

114.98
0.000 

1
1

% 

15.670
.000 

83
% 

857.29
0.900 

95
% 

988.44
6.900 

95
% 

2.166.5
88.570 

  74
5% 

  

    Pelaksanaan 
Pencapaian 
Target 
Konsumsi 
Pangan 
Perkapita/Tah
un sesuai 
sesuai 
dengan 
Angka 
Kecukupan 
Gizi 

  1,78
9 

Kkal 
/ 

Kap
ita / 
hari 

978.73
8.000 

 
210

5 
Kkal

/ 
Kap
ita/ 
hari  

521.44
4.980 

            
977.15

0.300  

9
% 

72.686
.000 

25
% 

193.16
7.800 

1
2

% 

94.009
.500 

60
% 

582.94
0.500 

96
% 

942.80
3.800 

96
% 

1.464.2
48.780 

  15
0% 

  

    Penyusunan 
dan 
Penetapan 
Target 
Konsumsi 
Pangan per 
Kapita per 
Tahun 

Target 
Konsumsi 
Pangan 
Per Kapita 
Per Tahun 

 1 
dok
ume

n  

96.014.
000 

 1 
dok
ume

n  

46.901.
000 

 1 
dok
ume

n  

            
20.006.

000  

0
% 

0 0
% 

0 6
% 

1.290.
500 

83
% 

16.549
.000 

89
% 

17.839.
500 

89
% 

64.740.
500 

  67
% 

  

    Pemberdayaa
n Masyarakat 
dalam 
Penganekarag
aman 

 Jumlah 
Pemberday
aan 
Masyarakat 
dalam 

 1 
lapo
ran  

882.72
4.000 

 1 
lapo
ran  

474.54
3.980 

 1 
lapo
ran  

          
957.14

4.300  

1
0
% 

72.686
.000 

25
% 

193.16
7.800 

1
2

% 

92.719
.000 

59
% 

566.39
1.500 

96,
6
% 

924.96
4.300 

97
% 

1.399.5
08.280 

  15
9% 
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Konsumsi 
Pangan 
Berbasis 
Sumber Daya 
Lokal 

Penganeka
ragaman 
Konsumsi 
Pangan 
Berbasis 
Sumber 
Daya Lokal 

3   PROGRAM 
PENGAWASA
N 
KEAMANAN 
PANGAN 

 
Meningkat
nya 
Pengawas
an 
Keamanan 
Pangan  

80% 167.45
5.000 

70% 193.95
5.676 

75% 173.38
2.150 

1
4
% 

23.540
.000 

46
% 

79.911.
000 

2
4

% 

41.013
.000 

8
% 

13.654
.850 

91
% 

158.11
8.850 

16
1
% 

352.07
4.526 

20
1% 

21
0% 

Ketah
anan 
Pang

an 

    Pelaksanaan 
Pengawasan 
Keamanan 
Pangan 
Segar Daerah 
Kabupaten/K
ota 

  100
% 

167.45
5.000 

30% 193.95
5.676 

            
173.38

2.150  

1
4
% 

23.540
.000 

46
% 

79.911.
000 

2
4

% 

41.013
.000 

8
% 

13.654
.850 

91
% 

158.11
8.850 

12
1
% 

352.07
4.526 

12
1% 

21
0% 

  

    Rekomendasi 
Keamanan 
Pangan Segar 
Asal 
Tumbuhan 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Jumlah 
Rekomend
asi 
Keamanan 
Pangan 
Segar Asal 
Tumbuhan 
Daerah 
Kabupaten/
Kota 

1 
dok
ume

n 

       1 
dok
ume

n  

            
19.999.

850  

7
% 

1.324.
000 

40
% 

8.055.0
00 

3
5

% 

7.027.
000 

9
% 

1.899.
310 

92
% 

18.305.
310 

92
% 

18.305.
310 

      

    Penyediaan 
Sarana 
Pengujian 
Keamanan 
dan Mutu 
Pangan Segar 
Asal 
Tumbuhan 

Jumlah 
Sarana 
Pengujian 
Keamanan 
dan Mutu  
Pangan 
Segar Asal 
Tumbuhan 

 1 
dok
ume

n  

150.61
8.000 

 1 
dok
ume

n  

174.03
9.896 

 1 
dok
ume

n  

          
153.38

2.300  

1
4
% 

22.216
.000 

47
% 

71.856.
000 

2
2

% 

33.986
.000 

8
% 

11.755
.540 

91
% 

139.81
3.540 

91
% 

313.85
3.436 

  20
8% 

  



  

  

19 
 

Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Daerah 
Kabupaten/
Kota 

4   PROGRAM 
PENYEDIAAN 
DAN 
PENGEMBAN
GAN 
SARANA 
PERTANIAN 

Jumlah 
Produksi 
Tanaman 
Pangan 

8 ha 3.399.7
12.000 

452
5,8 
ha 

5.427.5
13.012 

       
7.22
4,34  

14.326.
170.50

0 

3
% 

354.65
0.400 

40
% 

4.460.1
70.100 

3
1

% 

3.452.
220.20

0 

34
% 

4.902.
630.99

0 

92
% 

13.169.
671.69

0 

92
% 

18.597.
184.70

2 

  54
7% 

Perta
nian 

    Pengawasan 
Penggunaan 
Sarana 
Pertanian 

  30 
ha 

604.67
3.000 

30 
ha 

1.469.0
44.000 

  9.091.9
64.500 

2
% 

123.62
0.000 

53
% 

4.177.2
15.100 

1
5

% 

1.217.
579.60

0 

28
% 

2.588.
346.49

0 

89
% 

8.106.7
61.190 

89
% 

9.575.8
05.190 

  15
84
% 

  

    Pengawasan 
Penggunaaan 
Sarana 
Pendukung 
Pertanian 
Sesuai 
dengan 
Komoditas,Te
knologi dan 
Spesifik 
Lokasi 

Jumlah 
Pengawas
an 
Penggunaa
an Sarana 
Pendukung 
Pertanian 
Sesuai 
dengan 
Komoditas,
Teknologi 
dan 
Spesifik 
Lokasi 

 1 
lapo
ran  

253.28
9.000 

 2 
lapo
ran  

88.429.
000 

 1 
lapo
ran  

520.00
0.000 

0
% 

0 0
% 

0 4
4

% 

228.28
2.000 

49
% 

255.63
4.000 

93
% 

483.91
6.000 

93
% 

572.34
5.000 

  22
6% 

  

    Pendampinga
n Penggunaan 
Sarana 
Pendukung 
Pertanian 

Jumlah 
Pendampin
gan 
Penggunaa
n Sarana 
Pendukung 
Pertanian 

 1 
lapo
ran  

351.38
4.000 

 0 
lapo
ran  

1.380.6
15.000 

 1 
lapo
ran  

7.767.3
67.000 

2
% 

106.29
0.000 

59
% 

3.874.0
98.800 

1
3

% 

842.44
2.600 

26
% 

2.020.
338.49

0 

88
% 

6.843.1
69.890 

88
% 

8.223.7
84.890 

  23
40
% 

  

    Perbanyakan 
Benih 

Jumlah 
Benih 

500 
bata

       500 
bata

154.06
0.000 

1
1

17.330
.000 

27
% 

40.993.
800 

2
6

40.739
.000 

33
% 

50.328
.000 

97
% 

149.39
0.800 

97
% 

149.39
0.800 

     
BBTP
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Bersertifikat 
Hortikultura 
Berbentuk 
Batang 

Bersertifika
t 
Hortikultura 
Berbentuk 
Batang 
yang 
Diperbanya
k 

ng ng  % % H  

    Pengawasan 
Penggunaan 
Sarana 
Pengolahan 
Hasil 
Perkebunan 

Jumlah 
Pengawas
an 
Penggunaa
n Sarana 
Pengolaha
n Hasil 
Perkebuna
n 

1 
lapo
ran 

       1 
lapo
ran  

279.33
7.500 

0
% 

0 90
% 

251.04
5.000 

7
% 

19.878
.000 

2
% 

4.200.
000 

98
% 

275.12
3.000 

98
% 

275.12
3.000 

      

    Pengawasan 
Penggunaan 
Sarana Pasca 
panen 
Hortikultura 

Jumlah 
Pengawas
an 
Penggunaa
n Sarana 
Pascapane
n 
Hortikultura 

1 
lapo
ran 

       1 
lapo
ran  

371.20
0.000 

0
% 

0 3
% 

11.077.
500 

2
3

% 

86.238
.000 

69
% 

257.84
6.000 

96
% 

355.16
1.500 

96
% 

355.16
1.500 

      

    Penyediaan 
Benih/Bibit 
Ternak dan 
Hijauan 
Pakan Ternak 
Yang 
Sumbernya 
dalam 1 
(Satu) Daerah 
Kabupaten/K
ota 

  ekor 0 146
7 

ekor 

3.818.3
80.127 

 
ekor  

5.234.2
06.000 

7
% 

231.03
0.400 

8
% 

282.95
5.000 

6
7

% 

2.234.
640.60

0 

44
% 

2.314.
284.50

0 

97
% 

5.062.9
10.500 

97
% 

8.881.2
90.627 
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    Pengadaan 
Benih/Bibit 
Ternak Yang 
Sumbernya 
dari Daerah 
Kabupaten/Kot
a Lain 

Jumlah 
Benih/Bibit 
Ternak 
Yang 
Sumbernya 
dari 
Daerah 
Kabupaten/
Kota Lain 

ekor 0 146
7 

ekor 

3.818.3
80.127 

 500 
ekor  

5.234.2
06.000 

7
% 

231.03
0.400 

8
% 

282.95
5.000 

6
7

% 

2.234.
640.60

0 

44
% 

2.314.
284.50

0 

97
% 

5.062.9
10.500 

97
% 

8.881.2
90.627 

      

5   PROGRAM 
PENYEDIAAN 
DAN 
PENGEMBAN
GAN 
PRASARANA 
PERTANIAN 

  100
% 

492.36
0.000 

135,
1% 

4.511.6
97.206 

100
% 

1.047.8
42.000 

2
% 

5.680.
000 

6
% 

18.008.
000 

7
2

% 

231.25
1.500 

74
% 

776.75
6.200 

98
% 

1.031.6
95.700 

23
4
% 

5.543.3
92.906 

23
4% 

11
26
% 

Perta
nian 

    Pengembang
an Prasarana 
Pertanian 

  5% 492.36
0.000 

6,5
% 

4.511.6
97.206 

  1.047.8
42.000 

2
% 

5.680.
000 

6
% 

18.008.
000 

7
2

% 

231.25
1.500 

74
% 

776.75
6.200 

98
% 

1.031.6
95.700 

10
5
% 

5.543.3
92.906 

20
99
% 

11
26
% 

  

    Pengendalian 
dan 
Pemanfaatan 
Kawasan 
Pertanian 

Luas 
Kawasan 
Pertanian 
yang 
Termanfaat
kan 

35 
Ha 

       35 
Ha  

1.047.8
42.000 

2
% 

5.680.
000 

6
% 

18.008.
000 

7
2

% 

231.25
1.500 

74
% 

776.75
6.200 

98
% 

1.031.6
95.700 

98
% 

1.031.6
95.700 

      

6   PROGRAM 
PENGENDALI
AN 
KESEHATAN 
HEWAN DAN 
KESEHATAN 
MASYARAKA
T VETERINER 

Jumlah 
Hewan 
Yang 
Tertangani 

300 
ekor 

181.82
3.000 

540 
ekor 

599.04
1.500 

 290 
ekor  

579.36
1.150 

1
% 

4.140.
000 

10
% 

28.661.
000 

4
5

% 

125.61
5.500 

54
% 

313.42
2.096 

81
% 

471.83
8.596 

81
% 

1.070.8
80.096 

  58
9% 

Peter
nakan 

    Penjaminan 
Kesehatan 
Hewan, 
Penutupan 
dan 
Pembukaan 

  75% 135.41
2.000 

177
% 

323.46
9.000 

            
266.46

3.850  

1
% 

1.500.
000 

10
% 

21.351.
000 

4
8

% 

104.26
7.500 

30
% 

79.799
.456 

78
% 

206.91
7.956 

25
5
% 

530.38
6.956 

34
0% 

39
2% 
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Daerah 
Wabah 
Penyakit 
Hewan 
Menular 
Dalam 
Daerah 
Kabupaten/K
ota 

    Penanggulang
an Daerah 
Terdampak 
Wabah 
Penyakit 
Hewan 
Menular 

Jumlah 
Wilayah 
Pengendali
an dan 
Penanggul
angan 
Penyakit 
Hewan dan 
Zoonosis 

 4 
lapo
ran 

       4 
lapo
ran  

          
222.03

3.850  

1
% 

1.500.
000 

12
% 

21.351.
000 

5
6

% 

96.887
.000 

29
% 

65.389
.456 

83
% 

185.12
7.456 

83
% 

185.12
7.456 

      

    Pemberantasa
n Penyakit 
Hewan 
Menular dan 
Zoonosis 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Jumlah 
Wilayah 
Yang 
Mengalami 
Penurunan 
Kasus 
Penyakit 
Hewan 
Menular 
Lintas 
Daerah 
Kabupaten/
Kota dalam 
1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/
Kota 

4 
lapo
ran 

       4 
lapo
ran  

            
44.430.

000  

0
% 

0 0
% 

0 1
7

% 

7.380.
500 

32
% 

14.410
.000 

49
% 

21.790.
500 

49
% 

21.790.
500 

      

    Pengawasan 
Pemasukan 
dan 
Pengeluaran 

  10% 46.411.
000 

91,3
4% 

275.57
2.500 

            
312.89

7.300  

4
% 

2.640.
000 

12
% 

7.310.0
00 

3
4

% 

21.348
.000 

75
% 

233.62
2.640 

85
% 

264.92
0.640 

17
6
% 

540.49
3.140 

17
60
% 

11
65
% 
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Hewan dan 
Produk 
Hewan 
Daerah 
Kabupaten/K
ota 

    Analisis 
Resiko 
Penyakit 
Hewan, 
Zoonosis,Prod
uk Hewan dan 
Media 
Pembawa 
Penyakit 
Hewan 
Lainnya 

Jumlah 
Penilaian 
Risiko 
Penyakit 
Hewan dan 
Keamanan 
Produk 
Hewan 

4 
lapo
ran 

       4 
lapo
ran  

          
312.89

7.300  

4
% 

2.640.
000 

12
% 

7.310.0
00 

3
4

% 

21.348
.000 

75
% 

233.62
2.640 

85
% 

264.92
0.640 

85
% 

264.92
0.640 

      

7   PROGRAM 
PENYULUH 
PERTANIAN 

Persentas
e Jumlah 
Poktan 
Yang Naik 
Kelas 
/Score 

72% 2.332.1
95.000 

127
% 

1.803.0
08.546 

69% 1.268.9
36.700 

4
% 

46.975
.000 

11
% 

113.24
2.000 

3
0

% 

323.47
2.425 

53
% 

669.52
3.500 

91
% 

1.153.2
12.925 

21
8
% 

2.956.2
21.471 

30
3% 

12
7% 

 
Peny
uluha

n  

    Pelaksanaan 
Penyuluhan 
Pertanian 

  5 
unit 

2.332.1
95.000 

11 
unit  

1.803.0
08.546 

         
1.268.9
36.700  

4
% 

46.975
.000 

11
% 

113.24
2.000 

3
0

% 

323.47
2.425 

53
% 

669.52
3.500 

91
% 

1.153.2
12.925 

91
% 

2.956.2
21.471 

  12
7% 

  

    Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Penyuluhan 
Pertanian di 
Kecamatan 
dan Desa 

Jumlah 
Kelembaga
an 
Penyuluha
n Pertanian 
di 
Kecamatan
dan Desa 
Yang 
Ditingkatka
n 
Kapasitasn
ya 

4 
unit 

881.27
6.000 

4 
unit 

343.44
1.300 

4 
unit 

          
246.92

6.000  

7
% 

14.175
.000 

20
% 

39.862.
500 

2
3

% 

45.967
.000,0 

36
% 

89.749
.600 

77
% 

189.75
4.100 

77
% 

533.19
5.400 

  61
% 
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    Pengembanga
n Kapasitas 
Kelembagaan 
Petani di 
Kecamatan 
dan Desa 

Pengemba
ngan 
Kapasitas 
Kelembaga
an Petani 
di 
Kecamatan 
dan Desa 
Yang 
Ditingkatka
n 
Kapasitasn
ya 

7 
unit 

543.02
7.000 

15 
unit 

420.65
8.475 

15 
unit 

          
461.27

5.300  

6
% 

26.050
.000 

11
% 

50.882.
500 

2
9

% 

135.95
8.900 

49
% 

226.00
4.500 

95
% 

438.89
5.900 

95
% 

859.55
4.375 

  15
8% 

  

    Penyediaan 
dan 
Pemanfaatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Penyuluhan 
Pertanian 

Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 
Penyuluha
n Pertanian 

19 
unit 

512.28
8.000 

15 
unit 

846.19
4.696 

15 
unit 

          
483.23

5.700  

2
% 

6.450.
000 

5
% 

17.490.
000 

3
0

% 

100.84
8.525 

70
% 

337.51
9.400 

96
% 

462.30
7.925 

96
% 

1.308.5
02.621 

  25
5% 

  

    Pembentukka
n 
Kelembagaan 
Ekonomi 
Petani 

Jumlah 
Kelembaga
an 
Ekonomi 
Petani 
yang 
Dibentuk 

5 
unit 

      5 
Unit 

            
77.499.

700  

0
% 

300.00
0 

6
% 

                
5.007.0
00  

5
3

% 

40.698
.000 

21
% 

16.250
.000 

80
% 

62.255.
000 

80
% 

62.255.
000 

      

8   PROGRAM 
PENGELOLA
AN 
PERIKANAN 
BUDIDAYA 

 Produksi 
Perikanan 
Budidaya 
(ton)  

 450 
ton  

521.52
7.000 

 
450,
79 
ton  

1.546.3
44.640 

 
411,
62 
ton  

1.667.9
90.400 

1
% 

7.520.
000 

7
% 

97.713.
000 

2
% 

29.752
.500 

81
% 

1.350.
834.20

0 

89
% 

1.485.8
19.700 

89
% 

3.032.1
64.340 

  58
1% 

  

    Pemberdayaa
n Pembudi 
Daya Ikan 
Kecil 

  10% 521.52
7.000 

43,2
3% 

1.546.3
44.640 

  1.615.5
90.400 

0
% 

2.000.
000 

6
% 

87.021.
000 

2
% 

21.472
.500 

83
% 

1.339.
794.20

0 

90
% 

1.450.2
87.700 

13
3
% 

2.996.6
32.340 

13
30
% 

57
5% 
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    Pelaksanaan 
Fasilitasi 
Bantuan 
Pendanaan,Ba
ntuan 
Pembiayaan,K
emitraan 
Usaha 

Jumlah 
Kelompok 
Usaha 
Yang 
Terfasilitasi 
bantuan 
Pendanaan
,Bantuan 
Pembiayaa
n,Kemitraa
n 
Usahanya 

5 
kelo
mpo

k 

       5 
kelo
mpo

k  

       
1.615.5
90.400  

0
% 

2.000.
000 

6
% 

87.021.
000 

2
% 

21.472
.500 

83
% 

1.339.
794.20

0 

90
% 

1.450.2
87.700 

90
% 

1.450.2
87.700 

    

  

    Pengelolaan 
Pembudidaya
an Ikan  

                        
52.400.

000  

1
1
% 

5.520.
000 

20
% 

10.692.
000 

1
6

% 

8.280.
000 

21
% 

11.040
.000 

68
% 

35.532.
000 

68
% 

35.532.
000 

      

    Penyediaan 
Data dan 
Informasi 
Pembudidaya
an Ikan dalam 
1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Jumlah 
Data dan 
Informasi 
Pembudida
yaan Ikan 
dalam 1 
(satu) 
Daerah 
Kabupaten/
Kota 

1 
dok
ume

n 

       1 
dok
ume

n  

            
52.400.

000  

1
1
% 

5.520.
000 

20
% 

10.692.
000 

1
6

% 

8.280.
000 

21
% 

11.040
.000 

68
% 

35.532.
000 

68
% 

35.532.
000 

      

9   PROGRAM 
PENGAWASA
N SUMBER 
DAYA 
KELAUTAN 
DAN 
PERIKANAN 

 Produksi 
Perikanan 
Tangkap 
(ton)  

380
0 

ton 

38.796.
000 

 
296,

4 
ton  

23.034.
500 

296,
4 

ton 

80.000.
000 

0
% 

0 0,
3

% 

200.00
0 

4
2

% 

33.424
.000 

52
% 

41.836
.330 

94,
3
% 

75.460.
330 

94
% 

98.494.
830 

  25
4% 

Perik
anan 

  

  Pengawasan 
Sumber Daya 
Perikanan di 
Wilayah 
Sungai, 
Danau, 
Waduk, 

   1 
kaw
asa
n  

38.796.
000 

 0 
kaw
asa
n  

           
23.034.
500  

  80.000.
000 

0
% 

0 0,
3

% 

200.00
0 

4
2

% 

33.424
.000 

52
% 

41.836
.330 

94,
3
% 

75.460.
330 

94
% 

98.494.
830 

  25
4% 
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Rawa, dan 
Genangan Air 

  

  Pengawasan 
Usaha 
Perikanan 
Tangkap di 
Wilayah 
Sungai, 
Danau, 
Waduk, Rawa, 
dan Genangan 
Air Lainnya 
yang dapat 
diusahakan 
dalam 
Kabupaten/Kot
a  

Jumlah 
Dokumen 
Pengawas
an Usaha 
Perikanan 
Tangkap di 
Wilayah 
Sungai, 
Danau, 
Waduk, 
Rawa, dan 
Genangan 
Air Lainnya 
yang dapat 
diusahakan 
dalam 
Kabupaten/
Kota  

 1 
dok
ume

n  

38.796.
000 

2 
dok
ume

n 

           
23.034.
500  

 1 
dok
ume

n  

            
80.000.

000  

0
% 

0 0,
3

% 

200.00
0 

4
2

% 

33.424
.000 

52
% 

41.836
.330 

94,
3
% 

75.460.
330 

94
% 

98.494.
830 

  25
4% 

  

   
1
0  

  

PROGRAM 
PENGOLAHA
N DAN 
PEMASARAN 
HASIL 
PERIKANAN 

Persentas
e 
Pertumbu
han 
Produksi 
Olahan 
Hasil 
Perikanan 
(%) 

3% 326.07
7.000 

7% 495.70
1.625 

14,6
% 

355.13
0.550 

1
% 

1.400.
000 

29
% 

56.016.
750 

1
1

% 

20.382
.600 

72
% 

256.53
8.800 

94
% 

334.33
8.150 

10
1
% 

830.03
9.775 

33
72
% 

25
5% 

Perik
anan 

    

Pembinaan 
Mutu dan 
Keamanan 
Hasil 
Perikanan 
bagi Usaha 
Pengolahan 

  100
% 

76.201.
000 

74,4
4% 

58.444.
500 

  31.199.
700 

4
% 

1.400.
000 

9
% 

2.740.0
00 

5
1

% 

15.832
.600 

18
% 

5.480.
000 

82
% 

25.452.
600 

15
6
% 

83.897.
100 

15
6% 

11
0% 
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dan 
Pemasaran 
Skala Mikro 
dan Kecil 

    Pelaksanaan 
Bimbingan 
dan 
Penerapan 
Persyaratan 
atau Standar 
pada Usaha 
Pengolahan 
dan 
Pemasaran 
Skala Mikro 
Kecil 

Jumlah 
Unit Usaha 
Pengolaha
n dan 
Pemasaran 
Hasil 
Perikanan 
yang 
Mendapatk
an 
Pembinaan 
Terhadap 
Penerapan 
Persyarata
n Perizinan 
Berusaha 
pada 
Usaha 
Pengolaha
n dan 
Pemasaran 
Hasil 
Perikanan 
Sesuai 
Skala 
Usaha dan 
Risiko 

4 
unit 

76.201.
000 

4 
unit 

58.444.
500 

 2 
Unit  

            
31.199.

700  

4
% 

1.400.
000 

9
% 

2.740.0
00 

5
1

% 

15.832
.600 

18
% 

5.480.
000 

82
% 

25.452.
600 

82
% 

83.897.
100 

  11
0% 

  

    Penyediaan 
dan 
Penyaluran 
Bahan Baku 
Industri 
Pengolahan 
Ikan dalam  

  52,5 
kg / 
kapi
ta / 

tahu
n 

249.87
6.000 

61,6 
kg/ 

kapi
ta/ 

tahu
n 

437.25
7.125 

            
323.93

0.850  

0
% 

0 33
% 

53.276.
750 

3
% 

4.550.
000 

78
% 

251.05
8.800 

95
% 

308.88
5.550 

95
% 

746.14
2.675 

  29
9% 

  



  

  

28 
 

(satu) Daerah 
Kab/Kota 

    Peningkatan 
Ketersediaan 
Ikan untuk 
Konsumsi dan 
Usaha 
Pengolahan 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kab/Kota 

Jumlah 
Peningkata
n 
Ketersedia
an Ikan 
untuk 
Konsumsi 
dan Usaha 
Pengolaha
n dalam 1 
(satu) 
Daerah 
Kab/Kota 

145 
ton 

124.55
5.000 

222,
9 

ton 

53.303.
500 

140 
ton 

            
91.524.

750  

0
% 

0 97
% 

53.276.
750 

0
% 

0 39
% 

35.885
.000 

97
% 

89.161.
750 

97
% 

142.46
5.250 

  11
4% 

  

    Pemberian 
Fasilitas bagi 
Pelaku Usaha 
Perikanan 
Skala Mikro 
dan Kecil 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kab/Kota 

Jumlah 
Pelaku 
Usaha 
Perikanan 
Skala 
Mikro dan 
Kecil dalam 
1 (satu) 
Daerah 
Kab/Kota 

7 
usa
ha 

125.32
1.000 

24 
usa
ha 

383.95
3.625 

3 
pela
ku 

usa
ha 

          
232.40

6.100  

0
% 

0 0
% 

0 4
% 

4.550.
000 

93
% 

215.17
3.800 

95
% 

219.72
3.800 

95
% 

603.67
7.425 

  48
2% 

  

 Rata-rata capaian kinerja (%)                  94
% 

            

 Predikat kinerja                                

                                

 Jumlah Anggaran dan Realisasi dari 
Seluruh Program  

          
25.783.
284.00
0  

      
27.073.
956.60
8  

       
39.661.
032.79
9  

         
3.230.
875.16
8  

         
11.105.
123.31
5  

         
7.959.
043.73
5  

               
37.363.
010.84
1  

          

Faktor pendorong keberhasilan kinerja   

Faktor penghambat keberhasilan 
kinerja 
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Tindak lanjut yang diperlukan dalam 
triwulan berikutnya 

  

Tindak lanjut yang diperlukan dalam 
Renja SKPD kota banjarbaru 

berikutnya 
  

 
Disusun,  Dievaluasi, 

Banjarbaru, 31 Desember  2024 Banjarbaru,  31 Desember 2024 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 
dan Perikanan 

KEPALA BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN,  

KOTA BANJARBARU RISET DAN INOVASI DAERAH  

 KOTA BANJARBARU 

  

  

  

  

  

Abu Yajid Bustami, S.Sos. M.AP KANAFI, S.IP, MM 

NIP.  19660711 198703 1 005 NIP. 19700215 199101 1 002 
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Tabel 

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru 

Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2024 

N
O 

Sas
aran 

Kegiatan/ 
Sub 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 
(outcome)/S
ub Kegiatan 

(output) 

Target 
Renstra 

Perangkat 
Daerah pada 
Tahun 2026 

(Akhir 
Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah) 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 
sampai 

dengan Renja 
Perangkat 

Daerah Tahun 
Lalu (2023) 

Target 
Kinerja dan 
Anggaran 

Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Berjalan 
(2024) yang 
di evaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi 
Capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

Renja 
Perangkat 

Daerah 
yang 

dievaluasi 

Realisasi 
Kinerja dan 
Anggaran 
Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d 
Tahun 2026 
(Akhir tahun 
pelaksanaan 

Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 2026) 

Tingkat 
Capaian 
Kinerja 

dan 
Realisas

i 
Anggara

n 
Renstra 
Perangk

at 
Daerah 

s/d 
Tahun 
2026 

Unit 
Perang

kat 
Daerah 
Penan
ggung 
Jawab 

I II III IV 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 
 14 = 

13/5x100
%  

15 

K Rp K Rp K Rp K  Rp  K Rp K Rp K Rp K Rp K 

Rp 
 K 
(%
)  

 
Rp 
(%

)  

  

1   Program 
Penyediaan 
dan 
Pengemban
gan Sarana 
Pertanian 

  2961
000 
ekor 

                
650.00
0.000  

2867
877 
ekor 

                
393.87
4.350  

  402.43
9.750 

24
% 

97.78
2.000 

41
% 

164.06
4.350 

9
% 

36.45
2.000 

23,
4% 

94.293.
000 

98
% 

392.59
1.350 

  786.46
5.700 

  12
1% 

UPT 
BPTPK

H 

    Peningkatan 
Mutu dan 
Peredaran 
Benih/Bibit 
Ternak dan 

            402.43
9.750 

24
% 

97.78
2.000 

41
% 

164.06
4.350 

9
% 

36.45
2.000 

23,
4% 

94.293.
000 

98
% 

392.59
1.350 

  392.59
1.350 
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tanaman 
Pakan 
Ternak serta 
Pakan 
dalam 
Daerah 
Kabupaten/
Kota 

    Pengawasan 
Mutu 
Benih/Bibit 
Ternak,Baha
n 
Pakan/Pakan
/Tanaman 
Skala Kecil 

Jumlah 
Pengawasan 
Mutu 
Benih/Bibit 
Ternak,Baha
n 
Pakan/Pakan
/Tanaman 
Skala Kecil 

1 
lapor

an 

       1 
lapo
ran  

              
402.43
9.750  

24
% 

97.78
2.000 

41
% 

164.06
4.350 

9
% 

36.45
2.000 

23,
4% 

94.293.
000 

98
% 

392.59
1.350 

  392.59
1.350 

      

2   Program 
Pengendalia
n Kesehatan 
Hewan dan 
Kesehatan 
Masyarakat 
Veteriner 

 Jumlah 
kasus 
zoonosa di 
Kota 
Banjarbaru 
(kasus)  

100
% 

                  
60.000
.000  

90%                   
24.832
.350  

51 26.000
.000 

0
% 

0 54
% 

14.074
.000 

4
% 

1.000.
000 

18
% 

4.717.0
00 

76
% 

19.791
.000 

16
6% 

44.623
.350 

16
6% 

74
% 

UPT 
BPTPK

H 

       Jumlah 
ternak yang 
terserang 
penyakit 
(ekor)  

        95                                 

       Prosentase 
produk 
pangan 
segar 
peternakan 
yang 
tercemar (%)  

        1                                 
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    Pengelolaan 
Pelayanan 
Jasa 
Laboratoriu
m dan Jasa 
Medik 
Veteriner 
dalam 
Daerah 
Kabupaten/
Kota 

  100
% 

                  
60.000
.000  

                    
24.832
.350  

                  
26.000
.000  

  0 54
% 

        
14.074
.000  

4
% 

1.000.
000 

18
% 

               
4.717.0
00  

76
% 

19.791
.000 

  44.623
.350 

  74
% 

  

    Penyediaan 
Pelayanan 
Jasa Medik 
Veteriner 

 Prosentase 
Permintaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
ternak yang 
ditindak 
lanjuti  

 1 
Lapo
ran  

                  
60.000
.000  

                    
24.832
.350  

1                 
26.000
.000  

0
% 

0 54
% 

        
14.074
.000  

4
% 

1.000.
000 

18
% 

4.717.0
00 

76
% 

19.791
.000 

  44.623
.350 

  74
% 

  

 Rata-rata capaian kinerja (%)                  96
% 

            

 Predikat kinerja                                

  

 Jumlah Anggaran dan Realisasi dari 
Seluruh Program  

                  
710.00
0.000  

                  
418.70
6.700  

                
428.43
9.750  

    
97.78
2.000  

        
178.13
8.350  

          
37.45
2.000  

   Rp  
99.010.
000,00  

             
412.38
2.350  

          

Faktor pendorong keberhasilan kinerja   

Faktor penghambat keberhasilan kinerja   

Tindak lanjut yang diperlukan dalam 
triwulan berikutnya 

  

Tindak lanjut yang diperlukan dalam 
Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya 
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Disusun,  Dievaluasi, 

Banjarbaru, 31 Desember  2024 Banjarbaru,  31 Desember 2024 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 
Perikanan 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  

KOTA BANJARBARU RISET DAN INOVASI DAERAH  

 KOTA BANJARBARU 

  

  

  

  

  

Abu Yajid Bustami, S.Sos. M.AP KANAFI, S.IP, MM 

NIP.  19660711 198703 1 005 NIP. 19700215 199101 1 002 
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Tabel 

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru 

Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2024 

                                                  

N
O 

Sasar
an 

Kegiata
n/ Sub 
Kegiata
n 

Indikat
or 
Kinerja 
Kegiat
an 
(outco
me)/S
ub 
Kegiat
an 
(outpu
t) 

Target 
Renstra 
Perangkat 
Daerah pada 
Tahun 2026 
(Akhir 
Periode 
Renstra 
Perangkat 
Daerah) 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 
Perangkat 
Daerah 
sampai 
dengan 
Renja 
Perangkat 
Daerah 
Tahun Lalu 
(2023) 

Target 
Kinerja dan 
Anggaran 
Renja 
Perangkat 
Daerah 
Tahun 
Berjalan 
(2024) yang 
di evaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi 
Capaian 
Kinerja dan 
Anggaran 
Renja 
Perangkat 
Daerah yang 
dievaluasi 

Realisasi 
Kinerja dan 
Anggaran 
Renstra 
Perangkat 
Daerah s/d 
Tahun 2026 
(Akhir tahun 
pelaksanaan 
Renja 
Perangkat 
Daerah 
Tahun 2026) 

Tingkat 
Capaian 
Kinerja 
dan 
Realisasi 
Anggaran 
Renstra 
Perangkat 
Daerah s/d 
Tahun 
2026 

Unit 
Peran
gkat 
Daer
ah 
Pena
nggu
ng 
Jawa
b 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 
10 + 11 

13 = 6 + 12 14 = 13/5 
x 100% 

15 

K 
(%) 

Rp K 
(%) 

Rp K 
(%) 

Rp K 
(%) 

Rp K 
(%) 

Rp K 
(%) 

Rp K 
(%) 

Rp K 
(%) 

Rp K 
(%) 

Rp K 
(%) 

Rp 

1   Progra
m 
Pengel
olaan 
Perikan
an 
Budida
ya 

Produk
si 
Perika
nan 
Budida
ya 
(ton) 

425 
ton 

    
850.0
00.00
0  

196
28,1
1 
ton 

    
716.9
15.31
3  

          
411,
62  

589.8
05.50
0 

2% 12.9
08.3
00 

33% 178.1
87.50
0 

38% 206.2
07.43
5 

21% 126.4
10.58
4 

89% 523.7
13.81
9 

  1.240.
629.1
32 

  146
% 

UPT 
PPBA
T 

      Produk
si 
Perika
nan 
Tangka
p (ton) 

                     
36,4
6  
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    Pengel
olaan 
Pembu
didaya 
Ikan 

   
750
000 
eko
r  

    
850.0
00.00
0  

 
122
649
9 
eko
r  

    
716.9
15.31
3  

      
589.8
05.50
0  

2% 12.9
08.3
00 

33% 178.1
87.50
0 

38% 206.2
07.43
5 

21% 126.4
10.58
4 

89% 523.7
13.81
9 

  1.240.
629.1
32 

  146
% 

  

    Penyed
iaan 
Prasara
na 
Pembu
didayaa
n Ikan 
dalam 
1 (satu) 
Daerah 
Kabupa
ten/Kot
a 

   16 
unit  

    
850.0
00.00
0  

 7 
unit  

    
716.9
15.31
3  

  589.8
05.50
0 

2% 12.9
08.3
00 

33% 178.1
87.50
0 

38% 206.2
07.43
5 

21% 126.4
10.58
4 

89% 523.7
13.81
9 

  1.240.
629.1
32 

  146
% 

  

 Rata-rata capaian kinerja (%)                  89%             

 Predikat kinerja                                

  

 Jumlah Anggaran dan 
Realisasi dari Seluruh Program  

      
850.0
00.00
0  

      
716.9
15.31
3  

      
589.8
05.50
0  

      
12.9
08.3
00  

      
178.1
87.50
0  

      
206.2
07.43
5  

          
523.7
13.81
9  

          

Faktor pendorong 
keberhasilan kinerja 

  

Faktor penghambat 
keberhasilan kinerja 

  

Tindak lanjut yang diperlukan 
dalam triwulan berikutnya 

  

Tindak lanjut yang diperlukan 
dalam Renja SKPD kota 
banjarbaru berikutnya 
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Disusun,  Dievaluasi, 

Banjarbaru, 31 Desember  2024 Banjarbaru,  31 Desember 2024 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 
Perikanan 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  

KOTA BANJARBARU RISET DAN INOVASI DAERAH  

 KOTA BANJARBARU 

  

  

  

  

  

Abu Yajid Bustami, S.Sos. M.AP KANAFI, S.IP, MM 

NIP.  19660711 198703 1 005 NIP. 19700215 199101 1 002 
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 Untuk Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I  Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel : Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2025 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru  

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru 

Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2025 

                           

N
o. 

Sas
aran  

Program/Kegiat
an 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome)/K

egiatan 
(Income) 

Target Renstra 
Perangkat 

Daerah pada 
Tahun 2026 

(Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah) 

Realisasi 
Capaian Kinerja 

Renstra 
Perangkat 

Daerah sampai 
dengan Renja 

Perangkat 
Daerah Tahun 

Lalu (2024) 

Target Kinerja 
dan Anggaran 

Renja Perangkat 
Daerah Tahun 

berjalan   (2025)  

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi 
Capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

Renja 
Perangkat 

Daerah yang 
dievaluasi 

Realisasi 
Kinerja dan 
Anggaran 
Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d 
tahun 2025 

(Akhir Tahun 
Pelaksanaan 

Renja 
Perangkat 

Daerah Tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Kinerja 

dan 
Realisa

si 
Anggar

an 
Renstr

a 
Perang

kat 
Daerah 

s/d 
tahun 
2025 
(%) 

Unit 
Perang

kat 
Daerah 
Penan
ggung 
Jawab 

I II III IV 

1 2 3 

4 5 6 
7 8 9 10 11 

12 = 8 + 9 + 
10 + 11 

13 = 6 + 12 
14 = 

13/5 x 
100% 

15 K 
(%) 

Rp K 
(%) 

Rp K 
(%) 

Rp K 
(%) 

Rp K 
(

%
) 

R
p 

K 
(

%
) 

R
p 

K 
(

%
) 

R
p 

K 
(%) 

Rp K 
(%
) 

Rp 

 K 
(

%
)  

 
R
p  

1   PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHA
N DAERAH 
KABUPATEN/K

Indeks 
Kepuasan 
Internal 

100
% 

             
16.351.8

89.863  

100
% 

16.356.4
46.030 

100
% 

15.703.5
44.570 

24
% 

3.807.0
59.506 

            24
% 

3.807.0
59.506 

12
4% 

20.163.5
05.536 

                 
1,
24  

                
1,

23  

Sekret
ariat 
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OTA 

    Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

  5% 117.054.
583 

5% 385.320.
998 

5% 368.240.
000 

14
% 

51.020.
000 

            14
% 

51.020.
000 

19
% 

436.340.
998 

                 
3,
77  

                
3,

73  

    Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

 Jumlah 
Dokumen 
perencanaan 
tepat waktu  

 2 
doku
men  

34.121.1
83 

 2 
doku
men  

30.901.4
98 

 4 
doku
men  

                    
35.000.0

00  

0% 0             0% 0 0% 30.901.4
98 

                  
0,

91  

    Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

 Jumlah 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD  

 3 
Lapo
ran  

                    
82.933.4

00  

 3 
Lapo
ran  

354.419.
500 

 5 
Lapo
ran  

                  
333.240.

000  

15
% 

51.020.
000 

            15
% 

51.020.
000 

15
% 

405.439.
500 

                  
4,

89  

    Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

  100
% 

             
13.997.7

74.000  

100
% 

13.057.1
34.503 

100
% 

             
13.513.2

50.970  

26
% 

3.524.3
08.926 

            26
% 

3.524.3
08.926 

12
6% 

16.581.4
43.429 

                 
1,
26  

                
1,

18  

    Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

 Tersedianya 
Gaji dan 
Tunjangan 
PNS  

 98 
Oran

g / 
bulan  

             
13.722.6

07.000  

 98 
Oran

g/ 
bulan  

13.011.8
41.403 

 109 
oran

g/ 
bulan  

             
13.465.0

00.970  

26
% 

3.518.2
60.026 

            26
% 

3.518.2
60.026 

26
% 

16.530.1
01.429 

                  
1,

20  

    Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

 Kesesuaian 
BMD DKP3 
dengan 
Neraca Aset  

 1 
Lapo
ran  

                    
73.205.0

00  

 1 
Lapo
ran   

22.156.6
00 

 1 
Lapo
ran   

                    
30.000.0

00  

16
% 

4.848.9
00 

            16
% 

4.848.9
00 

16
% 

27.005.5
00 

                  
0,

37  

    Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 

 Waktu 
Penyelesaian 
Surat 
Perintah 

 1 
Lapo
ran  

                  
201.962.

000  

 1 
Lapo
ran  

23.136.5
00 

 1 
Lapo
ran  

                    
18.250.0

00  

7% 1.200.0
00 

            7% 1.200.0
00 

7% 24.336.5
00 

                  
0,

12  
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Bulanan/Triwulan
/Semesteran 
SKPD 

Membayar 
yang 
dinyatakan 
lengkap dan 
sah secara 
tepat waktu  

    Administrasi 
Barang Milik 
Daerah Pada 
Perangkat 
Daerah 

     100
% 

37.350.2
80 

100
% 

                    
29.506.3
22,00  

100
% 

                      
8.641.00

0  
11,
6% 

1.000.0
00 

            12
% 

1.000.0
00 

11
2% 

30.506.3
22 

                 
1,
12  

  

    Rekonsiliasi dan 
Penyusunan 
Laporan Barang 
Milik Daerah 
Pada SKPD 

Jumlah 
Laporan 
Rekonsiliasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Barang Milik 
Daerah pada 
SKPD 

 1 
Lapo
ran  

37.350.2
80 

 1 
Lapo
ran  

29.506.3
22 

 1 
Lapo
ran  

                      
8.641.00

0  

11,
6% 

1.000.0
00 

            11,
6% 

1.000.0
00 

12
% 

30.506.3
22 

      

    Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

   1 
Lapo
ran  

975.523.
000 

 1 
Lapo
ran  

947.590.
699 

 1 
Lapo
ran  

                  
493.281.

500  

12
% 

58.280.
474 

            12
% 

58.280.
474 

12
% 

1.005.87
1.173 

                  
1,

03  

  

    Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

 Jumlah 
Paket 
Peralatan 
dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan  

 2 
Pake

t  

24.035.0
00 

 4 
Pake

t  

86.626.1
00 

 3 
paket  

                    
40.000.0

00  

0% 0             0% 0 0% 86.626.1
00 

                  
3,

60  

  

    Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

 Jumlah 
Paket Bahan 
Logistik 
Kantor yang 
Disediakan  

 6 
Pake

t  

306.623.
000 

 6 
Pake

t  

231.465.
300 

 6 
paket  

                  
270.000.

000  

13,
5% 

36.525.
000 

            13,
5% 

36.525.
000 

14
% 

267.990.
300 

                  
0,

87  

  

    Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 

 jumlah Paket 
Barang 
Cetakan dan 

 2 
Pake

t  

24.525.0
00 

 3 
paket  

17.753.0
00 

 3 
paket  

                    
20.000.0

00  

0% 0             0% 0 0% 17.753.0
00 

                  
0,

72  
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Penggandaan Penggandaa
n yang 
Disediakan  

    Penyediaan 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
undangan 

 Jumlah 
Dokumen 
Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 
yang 
Disediakan  

 1 
Doku
men  

39.531.0
00 

 1 
Doku
men  

6.000.00
0 

 1 
Doku
men  

                      
5.998.50

0  

0% 0            0% 0 0% 6.000.00
0 

                  
0,

15  

  

    Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

 Jumlah 
laporan 
Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
DKP3  

 1 
Lapo
ran  

580.809.
000 

 1 
Lapo
ran  

605.746.
299 

 1 
Lapo
ran  

                  
157.283.

000  

14
% 

21.755.
474 

            14
% 

21.755.
474 

14
% 

627.501.
773 

                  
1,

08  

  

    Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

  100
% 

                  
150.071.

000  

100
% 

                       
299.565.
000  

100
% 

                  
182.552.

000  

0% 0             0% 0 10
0% 

299.565.
000 

                 
1,
00  

                
2,

00  

  

    Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit 
Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya yang 
Disediakan 

 1 
unit  

150.071.
000 

 10 
unit  

250.010.
000 

 10 
unit  

                  
182.552.

000  

0% 0             0% 0 0% 250.010.
000 

                  
1,

67  

  

    Penyediaan 
Jasa Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah  

  100
% 

429.569.
000 

100
% 

518.805.
857 

100
% 

                  
733.788.

100  

16
% 

119.156
.606 

            16
% 

119.156
.606 

11
6% 

637.962.
463 

                 
1,
16  

                
1,

49  
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    Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

 Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 
yang 
Disediakan  

 4 
lapor

an  

380.374.
000 

 1 
lapor

an  

222.629.
585 

 1 
lapor

an  

                  
338.290.

000  

14
% 

46.104.
414 

            13,
6% 

46.104.
414 

14
% 

268.733.
999 

                  
0,

71  

  

    Penyediaan Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor  

 Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Pelayanaan 
Umum Kantor 
yang 
Disediakan  

 1 
lapor

an  

49.195.0
00 

 1 
lapor

an  

296.176.
272 

 1 
lapor

an  

                  
395.498.

100  

18,
5% 

73.052.
192 

            18,
5% 

73.052.
192 

18
% 

369.228.
464 

                  
7,

51  

  

    Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

  100
% 

644.548.
000 

100
% 

1.118.52
2.651 

100
% 

                  
403.791.

000  

13
% 

53.293.
500 

            13
% 

53.293.
500 

11
3% 

1.171.81
6.151 

                 
1,
13  

                
1,

82  

  

    Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan 

 Jumlah 
Kendaraan  
Perseoranga
n Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas 
Jabatan yang 
Dipelihara 
dan 
Dibayarkan 
Pajaknya  

 1 
unit  

46.413.0
00 

 1 
unit  

18.487.5
00 

 1 
unit  

                    
39.993.0

00  

10
% 

4.154.8
50 

            10
% 

4.154.8
50 

10
% 

22.642.3
50 

                  
0,

49  
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    Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

 Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 
Lapangan 
yang 
Dipelihara 
dan 
dibayarkan 
pajaknya  

65 552.747.
000 

 67 
unit  

276.428.
201 

 100 
unit  

                  
324.998.

000  

14
% 

45.588.
650 

            14
% 

45.588.
650 

14
% 

322.016.
851 

                  
0,

58  

  

    Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

 Jumlah 
Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya yang 
Dipelihara  

 50 
unit  

35.139.0
00 

 46 
unit  

20.640.0
00 

 50 
unit  

                    
20.000.0

00  

9% 1.800.0
00 

            9% 1.800.0
00 

9% 22.440.0
00 

                  
0,

64  

  

    Pemeliharaan/Re
habilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

 Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dir
ehabilitasi  

 15 
unit  

10.249.0
00 

 33 
unit  

10.900.0
00 

 10 
unit  

                    
18.800.0

00  

9% 1.750.0
00 

            9% 1.750.0
00 

9% 12.650.0
00 

                  
1,

23  

  

 

5   PROGRAM 
PENYEDIAAN 
DAN 
PENGEMBANG
AN 
PRASARANA 
PERTANIAN 

Persentase 
Prasarana 
Pertanian yang 
diaplikasikan 

100% 453.749.8
79 

100% 1.031.695
.700 

100% 510.599.0
00 

13,6
% 

69.210.
000 

            13,6
% 

69.210.
000 

114
% 

1.100.905
.700 

                 
1,1
4  

                
2,

43  

Pertania
n 

    Pengembanga
n Prasarana 
Pertanian 

Prasarana 
Petanian yang 
Ditingkatkan 

5% 453.749.8
79 

5% 1.031.695
.700 

 5 Ha  510.599.0
00 

13,6
% 

69.210.
000 

            13,6
% 

69.210.
000 

19
% 

1.100.905
.700 

                 
3,7
1  

                
2,

43  
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dan Indeks 
Pertanaman 

      Luas Tanam 
Hortikultura 
yang 
Ditingkatkan 

10%   10%    10 Ha                                  

      Luas Tanam 
Perkebunan 
yang 
Ditingkatkan 

0,000
9% 

  0,000
9% 

   
0,000
9 Ha  

                                

    Pengendalian 
dan 
Pemanfaatan 
Kawasan 
Pertanian 

Luas Kawasan 
Pertanian yang 
Termanfaatkan 

35 Ha                   
547.404.0

00  

35 Ha                     
1.031.695
.700  

 35 Ha  510.599.0
00 

13,6
% 

69.210.
000 

            13,6
% 

69.210.
000 

14
% 

1.100.905
.700 

      

6   PROGRAM 
PENGENDALIA
N KESEHATAN 
HEWAN DAN 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 
VETERINER 

Jumlah Hewan 
Yang 
Tertangani 

310 
ekor 

358.503.6
40 

570 
ekor 

471.838.5
96 

 300 
ekor  

394.164.8
00 

2% 8.820.0
00 

            2% 8.820.0
00 

2% 480.658.5
96 

                  
1,

34  

Peterna
kan 

    Penjaminan 
Kesehatan 
Hewan, 
Penutupan dan 
Pembukaan 
Daerah Wabah 
Penyakit 
Hewan 
Menular Dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

  100% 282.394.6
40 

100% 206.917.9
56 

100%                   
313.734.8

50  

0% 0             0% 0 100
% 

206.917.9
56 

                 
1,0
0  

                
0,

73  

  

    Penanggulanga
n Daerah 
Terdampak 
Wabah Penyakit 

Jumlah Daerah 
Terdampak 
Wabah yang 
Terkendali 

 4 
lapora

n 

                  
228.634.3

40  

 4 
lapora

n  

                       
185.127.4
56  

 4 
lapora

n  

                  
265.305.0

00  

0% 0             0% 0 0% 185.127.4
56 
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Hewan Menular 

    Pemberantasan 
Penyakit Hewan 
Menular dan 
Zoonosis dalam 
1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Wilayah 
Yang 
Mengalami 
Penurunan 
Kasus Penyakit 
Hewan Menular 
dan Zoonosis 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

4 
lapora

n 

                    
53.760.30

0  

 4 
lapora

n  

                         
21.790.50
0  

 4 
lapora

n  

                    
48.429.85

0  

0% 0             0% 0 0% 21.790.50
0 

      

    Pengawasan 
Pemasukan 
dan 
Pengeluaran 
Hewan dan 
Produk Hewan 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

  10% 76.109.00
0 

10% 264.920.6
40 

10%                     
80.429.95

0  

11
% 

8.820.0
00 

            11
% 

8.820.0
00 

21
% 

273.740.6
40 

                 
2,1
0  

                
3,

60  

  

    Analisis Resiko 
Penyakit 
Hewan, 
Zoonosis,Produ
k Hewan dan 
Media 
Pembawa 
Penyakit Hewan 
Lainnya 

Jumlah 
Penilaian Risiko 
Penyakit Hewan 
dan Keamanan 
Produk Hewan 

4 
lapora

n 

                    
76.109.00

0  

 4 
lapora

n  

                       
264.920.6
40  

 4 
lapora

n  

                    
80.429.95

0  

11
% 

8.820.0
00 

            11
% 

8.820.0
00 

11
% 

273.740.6
40 

      

7   PROGRAM 
PENYULUH 
PERTANIAN 

Persentase 
Jumlah Poktan 
Yang Naik 
Kelas /Score 

71% 1.233.577
.697 

69,25
% 

1.153.212
.925 

70% 2.016.678
.850 

4% 80.285.
500 

            4% 80.285.
500 

73
% 

1.233.498
.425 

                 
1,0
3  

                
1,

00  

 
Penyulu

han  

    Pelaksanaan 
Penyuluhan 
Pertanian 

  5 unit 1.233.577
.697 

5 unit  1.153.212
.925 

6 unit                
2.016.678

.850  

4% 80.285.
500 

            4% 80.285.
500 

4% 1.233.498
.425 

                  
1,

00  
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    Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Penyuluhan 
Pertanian di 
Kecamatan dan 
Desa 

Jumlah 
Kelembagaan 
Penyuluhan 
Pertanian di 
Kecamatandan 
Desa Yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

5 unit 339.695.4
00 

5 unit 189.754.1
00 

4 unit                   
454.299.0

00  

3% 13.424.
500 

            3% 13.424.
500 

3% 203.178.6
00 

                  
0,

60  

  

    Pengembangan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Petani di 
Kecamatan dan 
Desa 

Jumlah 
Kelembagaan 
Petani di 
Kecamatan dan 
Desa Yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

17 
unit 

400.935.0
73 

16 
unit 

438.895.9
00 

17 
unit 

                  
906.979.0

00  

4,7
% 

42.902.
000 

            4,7
% 

42.902.
000 

5% 481.797.9
00 

                  
1,

20  

  

    Penyediaan dan 
Pemanfaatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Penyuluhan 
Pertanian 

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Penyuluhan 
Pertanian 

15 
unit 

371.947.5
87 

15 
unit 

462.307.9
25 

15 
unit 

                  
525.505.8

50  

3,7
% 

19.570.
000 

            3,7
% 

19.570.
000 

4% 481.877.9
25 

                  
1,

30  

  

    Pembentukkan 
Kelembagaan 
Ekonomi Petani 

Jumlah 
Kelembagaan 
Ekonomi Petani 
yang Dibentuk 

5 unit                   
120.999.6

37  

5 Unit                          
62.255.00
0  

5 Unit                   
129.895.0

00  

3,4
% 

4.389.0
00 

            3,4
% 

4.389.0
00 

3% 66.644.00
0 

                  
0,

55  

  

8   PROGRAM 
PENGELOLAA
N PERIKANAN 
BUDIDAYA 

 Produksi 
Perikanan 
Budidaya (ton)  

 424 
ton  

1.313.116
.684 

 
464,3
7 ton  

1.485.819
.700 

 
464,3
7 ton  

950.370.4
00 

1% 10.810.
000 

            1% 10.810.
000 

1% 1.496.629
.700 

                  
1,

14  

Perikan
an 

    Pemberdayaan 
Pembudi Daya 
Ikan Kecil 

  10% 1.313.116
.684 

26,54
% 

1.450.287
.700 

10% 950.370.4
00 

1% 10.810.
000 

            1% 10.810.
000 

28
% 

1.461.097
.700 

                 
2,7
7  

                
1,

11  

  

    Pelaksanaan 
Fasilitasi 
Bantuan 
Pendanaan,Ban
tuan 
Pembiayaan,Ke
mitraan Usaha 

Jumlah 
Kelompok 
Usaha Yang 
Terfasilitasi 
bantuan 
Pendanaan,Ban
tuan 

5 
kelom
pok 

               
1.313.116

.684  

 5 
kelom
pok  

                    
1.450.287

.700  

 5 
kelom
pok  

                  
950.370.4

00  

1% 10.810.
000 

            1% 10.810.
000 

1% 1.461.097
.700 
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Pembiayaan,Ke
mitraan 
Usahanya 

9   PROGRAM 
PENGAWASA
N SUMBER 
DAYA 
KELAUTAN 
DAN 
PERIKANAN 

 Produksi 
Perikanan 
Tangkap (ton)  

38 ton 38.796.00
0 

 
311,2
2 ton  

75.460.33
0 

311,2
2 ton 

88.959.00
0 

0% 0             0,0
% 

0 0% 75.460.33
0 

                  
1,

95  

Perikan
an 

  

  Pengawasan 
Sumber Daya 
Perikanan di 
Wilayah 
Sungai, Danau, 
Waduk, Rawa, 
dan Genangan 
Air 

   1 
kawa
san  

38.796.00
0 

 1 
kawa
san  

                         
75.460.33

0  

 1 
kawa
san  

88.959.00
0 

0% 0             0,0
% 

0 0% 75.460.33
0 

                  
1,

95  

  

  

  Pembentukan 
Sumber Daya 
Manusia 
Pengawasan 
Sumber Daya 
Perikanan 

Jumlah Sumber 
daya Manusia 
Pengawasan 
Sumber Daya 
Perikanan yang 
dibentuk 

                  
-    

0 -                                           
-  

 40 
orang  

                    
88.959.00

0  

0% 0             0,0
% 

0 0% 0                      
-    

  

   
1
0  

  

PROGRAM 
PENGOLAHAN 
DAN 
PEMASARAN 
HASIL 
PERIKANAN 

Persentase 
Pertumbuhan 
Produksi 
Olahan Hasil 
Perikanan (%) 

2% 292.414.5
11 

14,64
% 

334.338.1
50 

10% 219.521.4
00 

15
% 

32.810.
000 

            15
% 

32.810.
000 

30
% 

367.148.1
50 

               
14,
79  

                
1,

26  

Perikan
an 

    

Pembinaan 
Mutu dan 
Keamanan 
Hasil 
Perikanan bagi 
Usaha 
Pengolahan 
dan 

  130 
Ton 

41.527.00
0 

122,1
5 Ton 

25.452.60
0 

 
125,8
1 Ton  

52.094.00
0 

8,5
% 

4.410.0
00 

            8,5
% 

4.410.0
00 

8% 29.862.60
0 

               
10,
40  

                
0,

72  
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Pemasaran 
Skala Mikro 
dan Kecil 

 

    Pembinaa
n terhadap 
Penerapan 
Persyarata
n 
Perizinan 
Berusaha 
pada 
Usaha 
Pengolaha
n dan 
Pemasara
n Hasil 
Perikanan 
sesuai 
Skala 
Usaha dan 
Risiko  

Jumlah 
Unit Usaha 
Pengolaha
n dan 
Pemasara
n Hasil 
Perikanan 
yang 
Mendapatk
an 
Pembinaan 
Terhadap 
Penerapan 
Persyarata
n Perizinan 
Berusaha 
Pada 
Usaha 
Pengolaha
n dan 
Pemasara
n Hasil 
Perikanan 
Sesuai 
Skala 
Usaha dan 
Risiko 

 3 
unit 

usah
a  

41.527.000 -                                           
-  

 3 
Unit 

Usah
a  

                    
52.094.000  

8,5% 4.410.000             8,5% 4.410.000 8% 4.410.000                   
0,1

1  

  

    Penyedia
an dan 
Penyalura
n Bahan 

  52,5 
kg / 

kapit
a / 

250.887.511 62,02 
kg/ 

kapit
a/ 

308.885.550 52 
kg / 

kapit
a / 

                  
167.427.400  

17% 28.400.000             17% 28.400.000 17
% 

337.285.5
50 

                  
1,3

4  
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Baku 
Industri 
Pengolah
an Ikan 
dalam  
(satu) 
Daerah 
Kab/Kota 

tahu
n 

tahu
n 

tahu
n 

    Peningkat
an 
Ketersedia
an Ikan 
untuk 
Konsumsi 
dan Usaha 
Pengolaha
n dalam 1 
(satu) 
Daerah 
Kab/Kota 

Jumlah 
Peningkata
n 
Ketersedia
an Ikan 
untuk 
Konsumsi 
dan Usaha 
Pengolaha
n dalam 1 
(satu) 
Daerah 
Kab/Kota 

140,
8 ton 

66.549.698 178,5 
ton 

89.161.750 145 
ton 

                    
13.132.400  

0% 0             0% 0 0% 89.161.75
0 

                  
1,3

4  

  

    Pemberian 
Fasilitas 
bagi 
Pelaku 
Usaha 
Perikanan 
Skala 
Mikro dan 
Kecil 
dalam 1 
(satu) 
Daerah 
Kab/Kota 

Jumlah 
Pelaku 
Usaha 
Perikanan 
Skala 
Mikro dan 
Kecil 
dalam 1 
(satu) 
Daerah 
Kab/Kota 

4 
pelak

u 
usah

a 

184.337.813 3 
pelak

u 
usah

a 

219.723.800 3 
pelak

u 
usah

a 

                  
154.295.000  

18% 28.400.000             18% 28.400.000 18
% 

248.123.8
00 

                  
1,3

5  

  

 Rata-rata capaian kinerja (%)  16,7
% 

              16,7
% 

            

 Predikat kinerja                                

                                

 Jumlah Anggaran dan                                                                                                                                         
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Realisasi dari Seluruh 
Program  

25.839.256.
833  

37.363.010.
841  

24.534.212.
370  

4.095.155.0
06  

-  -
  

4.095.155.0
06  

Faktor pendorong 
keberhasilan kinerja 

  

Faktor penghambat 
keberhasilan kinerja 

  

Tindak lanjut yang diperlukan 
dalam triwulan berikutnya 

  

Tindak lanjut yang diperlukan 
dalam Renja SKPD kota 

banjarbaru berikutnya 
  

 

 Dievaluasi, 

Banjarbaru,      April 2025 Banjarbaru,    April 2025 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 

KOTA BANJARBARU, 
 
 
 
 

RISET DAN INOVASI DAERAH 

Abu Yajid Bustami, S.Sos. M.AP KANAFI, S.IP, MM 

NIP.  19660711 198703 1 005 NIP. 19700215 199101 1 002 
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Tabel Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2025 UPT BPTPKH (Balai Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan) 

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru 

Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (UPT BPTPKH / Balai Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan) 

Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2025 

N
O 

Sasa
ran 

Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 
(outcome)/Sub 

Kegiatan 
(output) 

Target Renstra 
Perangkat 

Daerah pada 
Tahun 2026 

(Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah) 

Realisasi 
Capaian Kinerja 

Renstra 
Perangkat 

Daerah sampai 
dengan Renja 

Perangkat 
Daerah Tahun 

Lalu (2024) 

Target Kinerja 
dan Anggaran 

Renja Perangkat 
Daerah Tahun 
Berjalan (2025) 

yang di evaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi 
Capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

Renja 
Perangkat 

Daerah yang 
dievaluasi 

Realisasi 
Kinerja dan 
Anggaran 
Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d 
Tahun 2026 
(Akhir tahun 
pelaksanaan 

Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 2026) 

Tingkat 
Capaian 
Kinerja 

dan 
Realisa

si 
Anggar

an 
Renstra 
Perang

kat 
Daerah 

s/d 
Tahun 
2026 

Unit 
Perangk

at 
Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

I II III IV 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 
 14 = 

13/5x10
0%  

15 

K Rp K Rp K Rp K  Rp  K 
R
p 

K 
R
p 

K 
R
p 

K Rp K 

Rp  K 
(

%
)  

 
Rp 
(%

)  

  

1   Program 
Penyediaan 
dan 
Pengembanga
n Sarana 
Pertanian 

Jumlah 
Produksi 
Tanaman 
Pangan 

2.961.
000 
ekor 

             
494.163
.698  

 
7.794
,36 
Ton  

392.591
.350 

 
7.368

,83 
Ton  

400.000
.000 

7,5
% 

30.090.
000 

            7,5
% 

30.090.
000 

  422.681
.350 

  86
% 

UPT 
BPTPKH 

    Peningkatan 
Mutu dan 
Peredaran 
Benih/Bibit 
Ternak dan 

  1 
Lapor

an 

             
494.163
.698  

 1 
lapor

an  

392.591
.350 

 1 
lapor

an  

400.000
.000 

7,5
% 

30.090.
000 

            7,5
% 

30.090.
000 

  422.681
.350 
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tanaman 
Pakan Ternak 
serta Pakan 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

    Pengawasan 
Mutu 
Benih/Bibit 
Ternak,Bahan 
Pakan/Pakan/T
anaman Skala 
Kecil 

Jumlah 
Pengawasan 
Mutu 
Benih/Bibit 
Ternak,Bahan 
Pakan/Pakan/T
anaman Skala 
Kecil 

1 
lapora

n 

             
494.163
.698  

 1 
lapor

an  

392.591
.350 

 1 
lapor

an  

              
400.000
.000  

7,5
% 

30.090.
000 

            7,5
% 

30.090.
000 

  422.681
.350 

      

2   Program 
Pengendalian 
Kesehatan 
Hewan dan 
Kesehatan 
Masyarakat 
Veteriner 

 Jumlah 
Hewan yang 
Tertangani  

100%                
31.460.
000  

570 
ekor 

19.791.
000 

300 
ekor 

26.000.
000 

2%                    
600.00

0  

            2% 600.00
0 

2
% 

20.391.
000 

2
% 

65
% 

UPT 
BPTPKH 

    Pengelolaan 
Pelayanan 
Jasa 
Laboratorium 
dan Jasa 
Medik 
Veteriner 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

  100%                
31.460.
000  

75%                   
19.791.
000  

75%                 
26.000.
000  

2%                    
600.00
0  

            2% 600.00
0 

  20.391.
000 

  65
% 

  

    Penyediaan 
Pelayanan Jasa 
Medik Veteriner 

 Jumlah 
Pelayanan Jasa 
Medik Veteriner  

 1 
Lapor

an  

               
31.460.
000  

1 
lapor

an 

                  
19.791.
000  

1 
lapor

an 

                
26.000.
000  

2%                    
600.00
0  

            2% 600.00
0 

  20.391.
000 

  65
% 

  

 Rata-rata capaian kinerja (%)  7,2
% 

              7,2
% 

            

 Predikat kinerja                                
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 Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh 
Program  

               
525.623
.698  

                  
412.382
.350  

                
426.000
.000  

                
30.690.
000  

                  
-    

                   
-  

   
R
p         
-    

               
30.690.
000  

          

Faktor pendorong keberhasilan kinerja   

Faktor penghambat keberhasilan kinerja   

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan 
berikutnya 

  

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja 
SKPD kota banjarbaru berikutnya 

  

 

 Dievaluasi, 

Banjarbaru,      April 2025 Banjarbaru,    April 2025 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 

KOTA BANJARBARU, 
 
 
 
 

RISET DAN INOVASI DAERAH 

Abu Yajid Bustami, S.Sos. M.AP KANAFI, S.IP, MM 

NIP.  19660711 198703 1 005 NIP. 19700215 199101 1 002 
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Tabel Evaluasi Renja Triwulan I TA 2025 UPT Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (UPT PPBAT) Kota Banjarbaru 

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru 
Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (UPT PPBAT/ Produksi Perikanan 

Budidaya Air Tawar) 

Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2025 

Formulir E.81 

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru 

Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2024 

                                                  

N
O 

Sasa
ran 

Kegiatan/ 
Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Kegiatan 
(outcome
)/Sub 
Kegiatan 
(output) 

Target Renstra 
Perangkat 
Daerah pada 
Tahun 2026 
(Akhir Periode 
Renstra 
Perangkat 
Daerah) 

Realisasi 
Capaian Kinerja 
Renstra 
Perangkat 
Daerah sampai 
dengan Renja 
Perangkat 
Daerah Tahun 
Lalu (2024) 

Target Kinerja 
dan Anggaran 
Renja Perangkat 
Daerah Tahun 
Berjalan (2025) 
yang di evaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi 
Capaian 
Kinerja dan 
Anggaran 
Renja 
Perangkat 
Daerah 
yang 
dievaluasi 

Realisasi 
Kinerja dan 
Anggaran 
Renstra 
Perangkat 
Daerah s/d 
Tahun 2026 
(Akhir tahun 
pelaksanaan 
Renja 
Perangkat 
Daerah 
Tahun 2026) 

Tingkat 
Capaian 
Kinerja 
dan 
Realisas
i 
Anggar
an 
Renstra 
Perangk
at 
Daerah 
s/d 
Tahun 
2026 

Unit 
Perangk
at 
Daerah 
Penang
gung 
Jawab 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 
10 + 11 

13 = 6 + 12 14 = 
13/5 x 
100% 

15 

K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp K 
(
%
) 

Rp K 
(
%
) 

Rp K 
(
%
) 

R
p 

K 
(
%
) 

R
p 

K 
(
%
) 

Rp K 
(
%
) 

Rp K 
(
%
) 

Rp 

1   Program 
Pengelolaa
n 

Produksi 
Perikanan 
Budidaya 

424 
ton 

          
695.865
.652  

464,
37 
ton 

        
523.713
.819  

 
464,
37 

343.734
.000 

9
% 

31.980.
000 

            9
% 

31.980.
000 

  555.693
.819 

  80
% 

UPT 
PPBAT 
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Perikanan 
Budidaya 

(ton) Ton  

    Pengelolaa
n 
Pembudid
aya Ikan 

   
750.
000 
ekor  

          
695.865
.652  

 
650.
000 
ekor  

        
523.713
.819  

 
700.
000 
ekor  

      
343.734
.000  

9
% 

31.980.
000 

            9
% 

31.980.
000 

  555.693
.819 

  80
% 

  

    Penyediaa
n 
Prasarana 
Pembudid
ayaan Ikan 
dalam 1 
(satu) 
Daerah 
Kabupaten
/Kota 

   10 
unit  

          
695.865
.652  

 8 
unit  

        
523.713
.819  

 8 
Unit  

343.734
.000 

9
% 

31.980.
000 

            9
% 

31.980.
000 

  555.693
.819 

  80
% 

  

 Rata-rata capaian kinerja (%)  9
% 

              9
% 

            

 Predikat kinerja                                

  

 Jumlah Anggaran dan Realisasi dari 
Seluruh Program  

            
695.865
.652  

          
523.713
.819  

        
343.734
.000  

          
31.980.
000  

                  
-  

               
-    

              
31.980.
000  

          

Faktor pendorong keberhasilan 
kinerja 

  

Faktor penghambat keberhasilan 
kinerja 

  

Tindak lanjut yang diperlukan dalam 
triwulan berikutnya 

  

Tindak lanjut yang diperlukan dalam 
Renja SKPD kota banjarbaru 
berikutnya 
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 Dievaluasi, 

Banjarbaru,      April 2025 Banjarbaru,    April 2025 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 

KOTA BANJARBARU, 
 
 
 
 

RISET DAN INOVASI DAERAH 

Abu Yajid Bustami, S.Sos. M.AP KANAFI, S.IP, MM 

NIP.  19660711 198703 1 005 NIP. 19700215 199101 1 002 
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah   

PENCAPAIAN  KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN,PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU 

PERIODE PELAKSANAAN : 2021 – 2025 

                  

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD 
Kabupaten/Kota : 

        

                  

N
o  

Sasa
ran 

Program/ Kegiatan Indikator 
Kinerja 

Data 
Capaian 
Pada 
Awal 
Tahun 
Perenca
naan 

Target 
Capaian 
pada 
Akhir 
Tahun 
Perenca
naan 

Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Unit 
Penang
gung 
Jawab 

(
1
) 

(2) (3) (4) (5) (6) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (17) 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

K Rp K K K K K K K K K K   

    Penyediaan dan 
Penyaluran Pangan 
Pokok atau Pangan 
lainnya sesuai 
dengan Kebutuhan 
Daerah Kabupaten/ 
Kota dalam rangka 
Stabilisasi Pasokan 
Harga Pangan 

Persentase 
Cakupan 
Pangan 
yang 
Tersalurka
n 

70%     70% 70% 80% 80% 90% 74,00 55,31% 75,11% 68,83% 15,36
% 
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    Penyediaan 
Informasi 
Harga 
Pangan  
Dan  
Neraca 
Bahan  
Makanan 

Jumlah 
Informasi 
neraca 
bahan 
makanan 
yang 
tersedia 

      12 12         7         

      Informasi 
Harga 
Pangan dan 
Neraca 
Bahan 
Makanan 

          1 Laporan         1 
Lapora
n 

      

    Penyediaan 
Informasi Harga 
Pangan Tingkat 
Produsen dan 
Konsumen Wilayah 
Kabupaten/ Kota 

Informasi 
Harga 
Pangan 
Tingkat 
Produsen 
dan 
Konsumen 
Wilayah 
Kabupaten/ 
Kota 

            1 Laporan 1 Laporan       1 
Laporan 

0   

    Penyusunan Neraca 
Bahan Makanan 
(NBM) 

Informasi 
Neraca 
Bahan 
Makanan 
(NBM) 

            1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

      1 
Dokume
n 

0   

    Pengelolaan dan 
Keseimbangan 
Cadangan Pangan 
Kabupaten/ Kota 

Persentase 
Pengadaan 
Pangan 
untuk 
Keseimban
gan 
Cadangan 
Pangan 
Daerah 

      0,032% 0,033% 0,036% 0,04% 0,043% 0,040% 0,052% 0,615% 0,123% 0   
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    Penyusunan 
Rencana Kebutuhan 
Pangan Lokal 

Jumlah 
rencana 
kebutuhan 
pangan 
lokal yang 
tersusun 

      1 1         1         

      Rencana 
Kebutuhan 
Pangan 
Lokal 

          1 Dokumen 1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

    1 
Dokum
en 

1 
Dokume
n 

0   

    Pengadaan 
Cadangan Pangan 
Pemerintah 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah 
cadangan 
pangan 
pemerintah 
yang 
tersedia 

      22 Ton 9 Ton       29 Ton 9 Ton         

      Jumlah 
Cadangan 
Pemerintah 
Kabupaten/ 
Kota 

          25 Ton 28 Ton 30 Ton     98 Ton 50,350 
Ton 

0   

    Pelaksanaan 
Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun 
sesuai dengan 
Angka Kecukupan 
Gizi 

Angka 
Konsumsi 
Pangan 

      1786,5 
Kkal/perk
apita/ 
hari 

1788 
Kkal/perk
apita/ 
hari 

1790 
Kkal/perka
pita/hari 

1792 
Kkal/perk
apita/ 
hari 

1795 
Kkal/perk
apita/ 
hari 

2463  
Kkal/perka
pita/hari 

2086  
Kkal/perka
pita/hari 

2105  
Kkal/ 
perkap
ita/ 
hari 

2004  
Kkal/ 
perkapit
a/ hari 

0   

    Penyusunan dan 
Penetapan Target 
Konsumsi Pangan 
Per kapita Per 
Tahun 

Jumlah 
Dokumen 
target 
konsumsi 
pangan 
yang 
tersusun 

      1 1       1 Dokumen 1 Dokumen         
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      Target 
Konsumsi 
Pangan Per 
kapita Per 
Tahun 

          1 Dokumen 1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

    1 
Dokum
en 

1 
Dokume
n 

0   

    Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber 
Daya Lokal 

Jumlah 
Pembinaan 
kelompok 
P2L yang 
dilaksanaka
n 

      12                     

      Jumlah 
Pemberday
aan 
Kelompok 
Masyarakat 
dalam 
Penganekar
agaman 
Konsumsi 
Pangan 
Berbasis 
Sumber 
Daya Lokal 

        1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan   1 Laporan 1 
Lapora
n 

1 
Dokume
n 

0   

2   Program 
Pengawasan 
Keamanan Pangan 

Persentase 
PSAT 
(Pangan 
Segar Asal 
Tumbuhan) 

      65% 70% 70% 75% 75%   91,44% 70% 75% 75%   

    Pelaksanaan 
Pengawasan 
Keamanan Pangan 
Segar Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
Rekomend
asi PSAT 
(Pangan 
Segar Asal 
Tumbuhan) 
yang 
diterbitkan 

      100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93,75
% 
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    Rekomendasi 
Keamanan Pangan 
Segar Asal 
Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/ Kota 

 Jumlah 
Rekomenda
si 
Keamanan 
Pangan 
Segar Asal 
Tumbuhan 
Daerah 
Kabupaten/ 
Kota 

            1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

      1 
Dokume
n 

0   

    Penyediaan Sarana 
Pengujian 
Keamanan dan Mutu 
Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
sarana dan 
prasarana 
pengujian 
mutu dan 
keamanan 
pangan 
segar asal 
tumbuhan 
(PSAT) 
yang 
tersedia 
(buah) 

      60                     

      Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 
Pengujian 
Mutu dan 
Keamanan 
Pangan 
Segar Asal 
Tumbuhan 
Daerah 
Kabupaten / 
Kota 

        1 
dokumen 

1 dokumen       1 dokumen 1 
Dokum
en 
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    Penyediaan Sarana 
Pengujian 
Keamanan dan Mutu 
Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah 
Sarana 
Pengujian 
Keamanan 
dan Mutu 
Pangan 
Segar Asal 
Tumbuhan 
Daerah 
Kabupaten/
Kota 

            1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

      1 
Dokume
n 

0   

3   Program 
Pengelolaan 
Perikanan 
Budidaya 

Jumlah 
Produksi 
Perikanan 
Budidaya 

      380,52 
Ton 

399,55 
Ton 

405,54 Ton 411,62 
Ton 

417,79 
Ton 

385 Ton  449,95 ton  450,79 
Ton 

464,366 
Ton 

         
94.73
1  

  

    Pemberdayaan 
Pembudidaya Ikan 
Kecil 

Persentase 
Jumlah 
Rumah 
Tangga 
Pembudida
ya Ikan 
(RTP) yang 
mendapatk
an Bantuan 
Fasilitasi 
Usaha dari 
Pemerintah 

      10% 10% 10% 10% 10% 38,96% 30,45% 43,23% 26,54% 0   

    Pelaksanaan 
Fasilitasi  Bantuan 
Pendanaan,Bantuan 
Pembiayaan, 
Kemitraan Usaha 

Jumlah 
Kelompok 
Usaha yang 
Terfasilitasi 
Bantuan 
Pendanaan, 
Bantuan 
Pembiayaa
n Kemitraan 
Usahanya 

            5 
Kelompok 

5 
Kelompok 

      5 
Kelompo
k 

0   



  

  

62 
 

4   Program 
Pengawasan 
Sumber Daya 
Kelauatan dan 
Perikanan 

Jumlah 
Produksi 
Perikanan 
Tangkap 

      33,39 Ton 35,5 Ton 35,75 Ton 36,46 Ton 37,18 Ton    101,19 
Ton  

296,4 
Ton 

311,22 
Ton 

0   

    Pengawasan 
Sumber Daya 
Perikanan di 
Wilayah 
Sungai,Danau,Wad
uk,Rawa,dan 
Genangan Air 
Lainnya yang dapat 
diusahakan dalam 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
Sumber 
Daya 
Perikanan 
yang dapat 
diusahaka
n 

      1 
Kawasan 

1 
Kawasan 

1 Kawasan 1 
Kawasan 

1 
Kawasan 

1 Kawasan 1 Kawasan 1 
Kawas
an 

1 
Kawasa
n 

0   

    Pembentukan 
Sumber Daya 
Manusia 
Pengawasan 
Sumber Daya 
Perikanan 

Jumlah 
Sumber 
Daya 
Manusia 
Pengawasa
n Sumber 
Daya 
Perikanan 

              40 Orang         0   

5   Program 
Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil 
Perikanan 

Persentase 
Pertumbuh
an 
Produksi 
Olahan 
Hasil 
Perikanan 

      2% 2% 10% 10% 10%   2,1% 14,6% 14,64% 0   
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    Pembinaan Mutu 
dan Keamanan 
Hasil Perikanan 
Bagi Usaha 
Pengolahan dan 
Pemasaran Skala 
Mikro dan Kecil 

Jumlah 
Produksi 
Usaha 
Poklahsar 
yang 
dinyatakan 
Berkualitas 
dan Aman 

      114 Ton 116,28 
Ton 

118,6 Ton 122,15 
Ton 

125,81 
Ton 

132,24 Ton 120,5 Ton 173,8 
Ton 

178,51 
Ton 

0   

    Pembinaan 
Terhadap 
Penerapan 
Persyaratan 
Perizinan Berusaha 
Pada Usaha 
Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil 
Perikanan sesuai 
Skala Mikro dan 
Kecil 

Jumlah 
Poklahsar 
yang telah 
melaksanak
an 
pengolahan 
ikan yang 
baik 
berdasarka
n CPIB 

      1 Unit 2 Unit         2 Unit         
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      Jumlah Unit 
Usaha 
Pengolahan 
dan 
Pemasaran 
Hasil 
Perikanan 
yang 
Mendapaka
n 
Pembinaan 
Terhadap 
Penerapan 
Persyaratan 
Perizinan 
Berusaha 
Pada 
Usaha 
Pengolahan 
dan 
Pemasaran 
Hasil 
Perikanans
esuai Skala 
Mikro dan 
Kecil 

          2 Unit 2 Unit 3 Unit     2 Unit 2 Unit 0   

    Penyediaan dan 
Penyaluran Bahan 
Baku Industri 
Pengolahan Ikan 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Angka 
Konsumsi 

      50 
Kg/kapita
/Tahun 

50,5 
Kg/kapita
/Tahun 

51 
Kg/kapita/T
ahun 

51,5 
Kg/kapita
/Tahun 

52 
Kg/kapita
/Tahun 

53,55 
Kg/kapita/ 
Tahun 

53,55 
Kg/kapita/ 
Tahun 

61,60 
Kg/kap
ita/ 
Tahun 

62,02 
Kg/kapit
a/ 
Tahun 

0   

    Peningkatan 
Ketersediaan Ikan 
untuk Konsumsi dan 
Usaha Pengolahan 
dalam 1 (satu) 
Daerah 

Jumlah 
Poklahsar 
baru 

      1 1         140,80Ton         
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Kabupaten/Kota 

      Jumlah 
Peningkata
n 
Ketersediaa
n Ikan untuk 
Konsumsi 
dan Usaha 
Pengolahan 
dalam 1 
(satu) 
Daerah 
Kabupaten/
Kota 

          135 Ton 140 Ton 145 Ton     173 ,8 
Ton 

178 ,51 
Ton 

40,2 
Ton 

  

    Pemberian Fasilitasi 
bagi Pelaku Usaha 
Perikanan Skala 
Mikro dan Kecil 
dalam1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Poklahsar 
yang 
mendapatk
an fasilitas 

      2 Pelaku 
Usaha 

2 Pelaku 
Usaha 

      3 Pelaku 
Usaha 

12 Pelaku 
Usaha 

        

      Jumlah 
Pelaku 
Usaha 
Perikanan  
Skala Mikro 
dan Kecil 
dalam 1 
(satu) 
Daerah 
Kabupaten/
Kota 

          3 Pelaku 
Usaha 

3 Pelaku 
Usaha 

3 Pelaku 
Usaha 

    24 
Pelaku 
Usaha 

5 Pelaku 
Usaha 

7   
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6   Program 
Penyediaan dan 
Pengembangan 
Sarana Pertanian 

Jumlah 
Produksi 
Tanaman 
Pangan 

       6.807,66 
Ton  

 6.943,81 
Ton  

 7.082,69 
Ton  

 7.224,34 
Ton  

 7.368,83 
Ton  

 6.852,48 
Ton  

 4.525,98 
Ton  

 
4.525,8
1 Ton  

 
7.794,36 
Ton  

0   

    Pengawasan 
Penggunaan 
Sarana Pertanian 

Luas 
Lahan 
yang 
Digarap 

      30 Ha 30 Ha 30 Ha 30 Ha 30 Ha 30 Ha 30 Ha 30 Ha 30 Ha 10   

    Pendampingan 
Penggunaan Sarana 
Pendukung 
Pertanian 

Jumlah 
pelatihan / 
bimtek/rapa
t 
koordinasi/s
osial isasi 
(kali) 

      6 kali 6 kali       6 kali 6 kali         

      Jumlah 
Pendampin
gan  
Penggunaa
n Sarana 
Pendukung 
Pertanian 

          1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan     1 
Lapora
n 

1 
Laporan 

0   

    Perbanyakan Benih 
Bersertifikat 
Hortikultura 
Berbentuk Batang 

Jumlah 
Benih 
Bersertifikat 
Hortikultura 
Berbentuk 
Batang 
yang 
diperbanyak 

            500 
Batang 

550 
Batang 

      500 
Batang 

0 UPT.BB
TPH 

    Pengawasan 
Penggunaan Sarana 
Pengolahan Hasil 
Perkebunan 

Jumlah 
Pengawasa
n 
Penggunaa
n Sarana 
Pengolahan 
Hasil 
Perkebunan 

            1 Laporan 1 Laporan       1 
Laporan 

0   
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    Pengawasan 
Penggunaan Sarana 
Pascapanen 
Hortikultura 

Jumlah 
Pengawasa
n 
Penggunaa
n Sarana 
Pascapane
n 
Hortikultura 

            1 Laporan 1 Laporan       1 
Laporan 

0   

    Penyediaan 
Benih/Bibit Ternak 
dan Hijauan Pakan 
Ternak yang 
Sumbernya dalam 
1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Bibit 
Ternak 
yang 
Sumbernya 
dari 
Daerah 
Kabupaten/ 
Kota Lain 

          500 Ekor 500 Ekor 500 Ekor     1467 
Ekor 

1287 
Ekor 

0 UPT.BP
TPKH 

    Pengadaan Bibit 
Ternak yang 
Sumbernya dari 
Daerah 
Kabupaten/Kota lain 

Jumlah 
Pengadaan 
Benih Bibit 
Ternak 
yang 
Sumbernya 
dari Daerah 
Kabupaten/
Kota Lain 

          500 Ekor 500 Ekor 500 Ekor     1467 
Ekor 

1287 
Ekor 

0   

7   Program 
Penyediaan dan 
Pengembangan 
Prasarana 
Pertanian 

Persentase 
Prasarana 
Pertanian 
yang 
diaplikasik
an 

      100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12%   

    Pengembangan 
Prasarana 
Pertanian 

Persentase 
Prasarana 
Pertanian 
yang 
ditingkatka
n dan 
indeks 

      5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 1%   
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Pertanama
n 

      Persentase 
Luas 
Tanam 
Hortikultur
a yang 
ditingkatka
n 

      10 Ha 10 Ha 10 Ha 10 Ha 10 Ha 10 Ha 10 Ha 10 Ha 10 Ha     

      Persentase 
Luas 
Tanam 
Perkebuna
n yang 
ditingkatka
n 

      0,0009 Ha 0,0009 Ha 0,0009 Ha 0,0009 Ha 0,0009 Ha   0,0009 Ha 0 0,0009 
Ha 

    

    Pengendalian dan 
Pemanfaatan 
Kawasan Pertanian 

Luas 
Kawasan 
Pertanian 
yang 
Termanfaat
kan 

            35 Ha 35 Ha       53,16 
Ha 

17,56 
Ha 

  

8   Program  
Pengendalian 
Kesehatan Hewan 
dan Kesehatan 
Masyarakat 
Veteriner 

Jumlah 
Hewan 
yang 
Tertangani 

      250 Ekor 260 Ekor 275 Ekor 290 Ekor 300 Ekor   500 Ekor 540 
Ekor 

570 
Ekor 

134 
Ekor 

  

    Penjaminan 
Kesehatan Hewan, 
Penutupan dan 
Pembukaan Daerah 
Wabah Penyakit 
Hewan Menular 
dalam Daerah 

Persentase 
Kasus 
Zoonosis 
dan 
Penyakit 
Menular  
Ternak 

      100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25%   
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Kabupaten/Kota yang 
Tertangani 

    Penanggulangan 
Daerah Terdampak 
Wabah Penyakit 
Hewan Menular 

Jumlah 
Daerah 
Terdampak 
Wabah 
yang 
Terkendali 

            4 Laporan 4 Laporan       4 
Laporan 

1 
Lapor
an 

  

    Pemberantasan 
Penyakit Hewan 
Menular dan 
Zoonosis dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Wilayah 
atau 
Kawasan 
yang 
Mengalami 
Penurunan 
Kasus 
Penyakit 
Hewan 
Menular 
dan 
Zoonosis 
dalam 1 
(satu) 
Daerah 
Kabupaten/
Kota 

            4 Laporan 4 Laporan       4 
Laporan 

1 
Lapor
an 

  

    Pengawasan 
Pemasukan dan 
Pengeluaran 
Hewan dan Produk 
Hewan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
Tempat 
Pemotonga
n yang 
dibina 

      10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 2%   
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    Analisis Resiko 
Penyakit 
Hewan,Zoonosis,Pro
duk Hewan dan 
Media Pembawa 
Penyakit Hewan 
Lainnya 

Jumlah 
Analisis 
Resiko 
Penyakit 
Hewan, 
Zoonosis,Pr
oduk 
Hewan dan 
Media 
Pembawa 
Penyakit 
Hewan 
Lainnya 

            4 Laporan 4 Laporan       4 
Laporan 

1 
Lapor
an 

  

9   Program 
Penyuluhan 
Pertanian 

Persentase 
Jumlah 
Poktan 
yang Naik 
Kelas 

      65,72% 67% 68% 69% 70%   68,13% 68,33% 69,25% 17,5%   

    Pelaksanaan 
Penyuluhan 
Pertanian 

Jumlah 
Kelembaga
an 
Penyuluha
n dan 
Petani 

      4 Unit 4 Unit 5 Unit 5 Unit 6 Unit 4 Unit 4 Unit 5 Unit 5 Unit 6 Unit   

    Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Penyuluhan 
Pertanian di 
Kecamatan dan 
Desa 

Jumlah 
Kompetensi 
Penyuluh 
dan Petani 
(orang) 

      52 56                   

      Jumlah 
Kelembaga
an 
Penyuluhan 
Pertanian di 
Kecamatan 
dan Desa 
yang 

          4 Unit 4 Unit 4 Unit     4 Unit 4 Unit 4 Unit   
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ditingkatkan 
Kapasitasny
a 

    Pengembangan 
Kapasitas 
Kelembagaan Petani 
di Kecamatan dan 
Desa 

Jumlah 
petani yang 
mengikuti 
pelatihan 

      4 Unit 4 Unit         4 Unit         

      Jumlah 
Kelembaga
an Petani 
Pertanian di 
Kecamatan 
dan Desa 
yang 
ditingkatkan 
Kapasitasny
a 

          15 Unit 16 Unit 17 Unit 4 Unit   15 Unit 16 Unit 5 Unit   

    Penyediaan dan 
Pemanfaatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Penyuluhan 
Pertanian 

Jumlah 
Media 
Informasi 
(buah) 

      5 buah 6 buah       5 Unit 6 Unit         

      Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 
Penyuluhan 
Pertanian 

          16 Unit 15 Unit 15 Unit     16 Unit 15 Unit 3 Unit   

    Pembentukan 
Kelembagaan 
Ekonomi Petani 

Jumlah 
Kelembaga
an Ekonomi 
Petani yang 
dibentuk 

          3 Unit 5 Unit 5 Unit     3 Unit 5 Unit 0   
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UPT BPTPKH 

PENCAPAIAN  KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN,PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU 

UPT. BALAI PEMBIBITAN TERNAK PUSAT KESEHATAN HEWAN (BPTPKH)  

PERIODE PELAKSANAAN : 2021 – 2025 

                  

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota :        

                  

N
o  

Sasar
an 

Program/ 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Data 
Capaian 
Pada Awal 
Tahun 
Perencana
an 

Target 
Capaian 
pada 
Akhir 
Tahun 
Perencan
aan 

Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Unit 
Penanggu
ng Jawab 

(1
) 

(2) (3) (4) (5) (6) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (17) 

2021 2022 2023 2024 2025 20
21 

2022 2023 2024 2025 

(7) (8) (9) (10) (11) (12
) 

(13) (14) (15) (16) 

K Rp K K K K K K K K K K   

1  Program 
Penyediaan 
dan 
Pengembangan 
Sarana 
Pertanian 

Jumlah 
Produksi 
Tanaman 
Pangan 

       6.807,66 
Ton  

 6.943,81 
Ton  

 7.082,69 
Ton  

 7.224,34 
Ton  

 7.368,83 
Ton  

   4.525,98 
Ton  

 4.525,81 
Ton  

 7.794,36 
Ton  

0   
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  Peningkatan 
Mutu dan 
Peredaran 
Benih/Bibit 
Ternak dan 
Tanaman 
Pakan Ternak 
serta Pakan 
Dalam Daerah 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah 
Kelahiran 
Ternak 
yang 
Berkualita
s 

            1 
Laporan 

1 
Laporan 

      1 Laporan 1 
Lapor
an 

  

  Pengawasan 
Mutu Benih 
/Bibit 
Ternak,Bahan 
Pakan/Pakan/Ta
naman Skal 
Kecil 

 Jumlah 
Pengawas
an Mutu 
Benih /Bibit 
Ternak,Bah
an 
Pakan/Pak
an/ 
Tanaman 
Skal Kecil 

            1 Laporan 1 Laporan       1 Laporan 1 
Lapora
n 

  

2  Program  
Pengendalian 
Kesehatan 
Hewan dan 
Kesehatan 
Masyarakat 
Veteriner 

Jumlah 
Hewan 
yang 
Tertangani 

      250 Ekor 260 Ekor 275 Ekor 290 Ekor 300 Ekor   500 Ekor 540 Ekor 570 Ekor 134 
Ekor 

  

  Pengelolaan 
Pelayanan Jasa 
Laboratorium 
dan Jasa Medik 
Veteriner dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Persentas
e 
Pelayanan 
Jasa 
Laboratori
um Medik 
Veteriner 
tepat 
waktu dan 
tepat 
syarat 

      75% 75% 75% 75% 75%             
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  Penyediaan 
Pelayananan 
Jasa Medik 
Veteriner 

Jumlah 
Pelayanan 
Jasa Medik 
Veteriner 

            1 Laporan 1 Laporan       1 Laporan 1 
Lapora
n 
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UPT PPBAT 

PENCAPAIAN  KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN,PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU 

UPT. PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR ( PPBAT)  

PERIODE PELAKSANAAN : 2021 – 2025 

                  

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota :         

                  

N
o  

Sasara
n 

Program/ 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Data Capaian 
Pada Awal 
Tahun 
Perencanaan 

Target 
Capaian 
pada 
Akhir 
Tahun 
Perencan
aan 

Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun 
ke- 

Unit 
Penanggung 
Jawab 

(1
) 

(2) (3) (4) (5) (6) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (17) 

2021 2022 2023 2024 2025 20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

20
25 

(7) (8) (9) (10) (11) (12
) 

(13
) 

(14
) 

(15
) 

(16
) 

K Rp K K K K K K K K K K   

1   Program 
Pengelolaan 
Perikanan 
Budidaya 

Jumlah 
Produksi 
Perikanan 
Budidaya 

      380,52 Ton 399,55 Ton 405,54 Ton 411,62 Ton 417,79 Ton             

    Pengelolaan 
Pembudidayaan 
Ikan  

Jumlah 
Produksi Benih 
Calon Induk 
Unggul dan 
Produksi Benih 
Sebar 

      500.000 
Ekor 

550.000 
Ekor 

600.000 
Ekor 

650.000 
Ekor 

700.000 
Ekor 
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    Penyediaan 
Prasarana 
Pembudidayaan 
Ikan dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten / Kota 

Jumlah 
Penyediaan 
Prasarana 
Pembudidayaan 
Ikan dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten / 
Kota 

      5 Unit 7 Unit 7 Unit 11 Unit 8 Unit             
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2.3.  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daerah 

 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah 

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan capaian 

prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta 

etika dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata 

yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas 

dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian 

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan 

bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang 

menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, 

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal 

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan 

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Tinjauan dan identifikasi permasalahan bertujuan untuk 

memahami kondisi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Kota Banjarbaru dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta 

mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir 

dampaknya. 

 Adapun isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

tugas dan fungsi  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Kota Banjarbaru adalah : 

“Belum Optimalnya Ketersediaan Pangan Masyarakat” 

Penetapan isu  tersebut didasarkan kepada beberapa kondisi daerah saat ini, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Berkurangnya lahan pertanian, peternakan, perkebunan dan  perikanan 

karena tingginya  alih fungsi lahan ; 

2. Kelompok Tani sebagian besar belum memiliki badan hukum ;  

3. Minat masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, perkebunan 

dan perikanan semakin berkurang ;  
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4. Sumber daya aparatur yang belum berkarakter dan berjiwa melayani ; 

5. Daya saing produk rendah ; 

6. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna pertanian, peternakan, 

perkebunan dan perikanan ;  

7. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif  bidang pertanian, 

peternakan, perkebunan dan perikanan . 

Beberapa langkah perbaikan (strategi) yang telah dan dapat dilakukan dalam 

rangka  peningkatan kinerja  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Kota  Banjarbaru   adalah sebagai berikut :  

1. Meningkatkan  pemahaman kepada sebagian besar  masyarakat Kota 

Banjarbaru melalui penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan bimbingan teknis 

tentang makanan sehat dan bergizi, sehingga mereka mau dan mulai selektif 

dalam membeli dan menyediakan bahan pangan bagi diri dan keluarganya  

dengan lebih memperhatikan pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, 

Seimbang dan Aman).  

2. Memberikan bantuan kepada pokmas posyandu berupa bantuan uang PMT 

agar menjadi edukasi penganekaragaman konsumsi pangan B2SA. 

3. Memberikan bantuan kepada pokmas UMKM berupa hibah uang untuk 

mengembangkan olahan pangan lokal Kota Banjarbaru. 

4. Merangkul  kelompok pembudidaya ikan yang tersebar diseluruh Kecamatan 

Kota Banjarbaru. 

5. Melaksanakan program pemerintah seperti Program Urban Farming dan 

mendukung Program RT Mandiri Bidang Perikanan 

6. Meningkatkan hubungan dan komunikasi yang baik dengan stakeholder. 

7. Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200,   

maksudnya yang semula tanam satu kali dalam satu tahun menjadi tanam dua 

kali dalam satu tahun; 

8. Dukungan sarana dan prasarana pertanian, diantaranya dengan adanya 

peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian, perbaikan distribusi pupuk 

bersubsidi serta ketersediaan benih unggul.   

9. Penerapan sistem pertanaman jajar legowo yang merupakan inovasi pola 

bertanam dengan berselang seling antara dua atau lebih baris tanaman padi 

dan di selingi satu baris kosong ; 

10. Memberikan pemahaman yang lebih intensif kepada masyarakat melalui 

penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada masyarakat tentang cara 
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beternak yang baik, sehingga  meningkatkan  minat masyarakat untuk beternak 

disemua macam jenis ternak, seperti ternak unggas, kambing dan sapi yang 

akhirnya  dapat menambah penghasilan ekonomi masyarakat.  

11. Melaksanakan pembinaan secara intensif kelembagaan kelompok tani. 

12. Revitalisasi kelompok Tani. 

13. Memberikan target kepada semua penyuluh dalam pembinaan kelompok tani. 

14. Pengembangan teknologi pertanian yang inovatif. 

15. Meningkatkan peran  dari Pemerintah Pusat,  Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru berupa alat mesin 

pertanian/perikanan maupun  pendanaan/anggaran untuk pengembangan 

Program-Program  Pangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan 

Kota Banjarbaru, sehingga perekonomian dan pendapatan   masyarakat 

khususnya masyarakat tani dapat meningkat. 

 

2.4.  Review terhadap Rancangan RKPD 

Review terhadap rancangan     RKPD dimaksud untuk membandingkan 

rumusan hasil indentifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan 

berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dipertimbangkan kinerja pencapaian 

target RENSTRA dan tingkat kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan.  Rancangan Awal RKPD 2025 dapat dilihat  

dilihat pada tabel berikut. 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 



  

  

 
99 

Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 
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Rencana Kerja Perubahan DKP3 Tahun 2025 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down 

saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down 

dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Banjarbaru untuk 

melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi 

masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan 

bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan 

kegiatan perangkat daerah. Pada anggaran Tahun 2025 dan sebagian 

pelaksanaannya dilanjutkan dengan perubahan ini terdapat beberapa 

usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan Kota Banjarbaru  yang disampaikan melalui Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Tingkat 

Kecamatan. 

Selain melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan dan Kota, 

usulan program dan kegiatan yang di usulkan masyarakat bisa juga 

melalui Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Banjarbaru.  

 Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru  

melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan 

(masyarakat/Kelompok Tani) dan meninjau lokasi kegiatan yang 

diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan 

rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut 

dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan  Tahun 2025, sesuai kriteria yang telah 

ditentukan. Rincian usulan masyarakat yang di tindaklanjuti dan hasil  

verifikasi terbagi dan masuk dalam program dan kegiatan/sub kegiatan   

bidang : 

1. Bidang Ketahanan Pangan 

2. Bidang Pertanian dan Perkebunan 

3. Bidang Peternakan 

4. Bidang Perikanan 

5. Bidang Penyuluhan 
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BAB III 
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  

 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan 

menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ 

tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam rangka menyesuaikan 

penyelenggaraan pembangunan daerah serta guna mensinergikan Program Asta 

Cita Presiden dan Wakil Presiden kedalam Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.   

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru di susun dengan memperhatikan hasil 

evaluasi pencapaian pelaksanaan rencana kerja triwulan I (satu) tahun berjalan 

dan penyesuaian perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dengan 

memperhatikan beberapa tema dan isu pembanguanan nasional antara lain :  

a. Penguatan sumberdaya manusia, pendidikan dan kesehatan; 

b. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG); 

c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim; 

d. Pengendalian inflasi di daerah; 

e. Peningkatan pertumbuhan perekonomin daerah; 

f. Dukungan swasembada Pangan; dan 

g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan. 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota 

Banjarbaru adalah sebagai berikut : 

 “Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat” 
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 Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota 

Banjarbaru adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya  Pola Konsumsi Pangan Masyarakat; 

2. Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan; 

3. Meningkatnya Produksi  Perikanan Budidaya; 

4. Meningkatnya  Sumberdaya Perikanan; 

5. Meningkatnya  Produksi Olahan Hasil Perikanan; 

6. Meningkatnya  Produksi Pertanian; 

7. Meningkatnya  Penyediaan Prasarana Pertanian; 

8. Meningkatnya  Status Kesehatan Hewan di Kota Banjarbaru; 

9. Meningkatnya  Kelembagaan Penyuluhan dan Petani. 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tujuan / Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran 
Target  
2025 

Tujuan : Meningkatnya ketersediaan 
pangan masyarakat  

Skor PPH Ketersediaan  94,00 

Sasaran 1 . Meningkatnya pola 
konsumsi pangan masyarakat 

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 
Konsumsi  

90.40 

Sasaran 2 . Meningkatnya pengawasan 
keamanan pangan 

Persentase PSAT (pangan segar asal 
tumbuhan) yang aman (%) 

75 

Sasaran 3. Meningkatnya Produksi 
Perikanan Budidaya 

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 
(ton) 

464,37 

Sasaran 4. Meningkatnya sumberdaya 
perikanan 

Jumlah produksi perikanan tangkap 
(ton) 

311,22 

Sasaran 5.  Meningkatnya produksi 
olahan hasil perikanan 

persentase pertumbuhan produksi 
olahan hasil perikanan (%) 

14,6% 

Sasaran 6.   Meningkatnya produksi 
pertanian 

Jumlah Produksi Tanaman Pangan 
(ton) 

7,368.83 

 Jumlah populasi ternak (ekor)            
2,993,000  
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Sasaran 7. Meningkatnya penyediaan 
prasarana pertanian 

Persentase prasarana pertanian yang 
diaplikasikan (%) 

100% 

 
Sasaran 8. Meningkatnya status 
kesehatan hewan di Kota Banjarbaru 

 
Jumlah hewan yang tertangani (Ekor) 

 
300 

 
 

 
Sasaran 9. Meningkatnya  
kelembagaan penyuluhan dan petani 

 
Persentase Jumlah poktan yang naik 
kelas/score(%) 

 
70% 

 

3.3  Program dan Kegiatan 

Program dan Kegiatan yang ada dan dilaksanakan di Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru pada APBD Perubahan antara 

lain : 

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah  

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

- Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
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5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

- Pengadaan Mebel 

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

-  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya 

sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka 

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 

- Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen 

Wilayah Kabupaten/Kota  

- Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 

2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan 

Kabupaten/Kota 

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 

3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun sesuai sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 

- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Berbasis Sumber Daya Lokal 
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III. Program Pengawasan Keamanan Pangan 

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota 

- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota  

- Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal 

Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 

IV. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 

- Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan,Kemitraan 

Usaha 

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 

- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota    ( UPT PPBAT) 

V. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa, dan Genangan Air 

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 

Kabupaten/Kota 

VI. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

1. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha 

Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 

- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada 

Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kecil 

2. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan 

Ikan dalam  (satu) Daerah Kab/Kota 

- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan 

dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 

- Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil 

dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 

VII. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 
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- Pengawasan Penggunaaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan 

Komoditas,Teknologi dan Spesifik Lokasi 

- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 

- Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang 

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan 

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pasca panen Hortikultura 

2. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang 

Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

- Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 

3.  Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan 

tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPT 

BPTPKH) 

-  Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala 

Kecil 

VIII. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian 

- Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian 

IX. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan 

Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 

- Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk 

Hewan Daerah Kabupaten/Kota 

- Analisis Resiko Penyakit Hewan, Zoonosis,Produk Hewan dan Media 

Pembawa Penyakit Hewan Lainnya 

3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik 

Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPT BPTPKH) 

- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 

X. Program Penyuluh Pertanian 

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan 

dan Desa 
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- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 

- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 

- Pembentukkan Kelembagaan Ekonomi Petani 
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BAB IV  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  

 

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan 

program dan kegiatan dinas tahun anggaran 2025 perubahan  diantaranya 

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan 

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perubahan 

target indikatornkinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra SKPD 

Tahun 2021 – 2026, pergeseran pagu kegiatan, penambahan kegiatan 

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan  target dan pagu kegiatan.. 

Selain itu juga untuk mendukung Program  Kepala Daerah yang terkait dengan 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru yaitu dalam 

rangka mengembangkan Pertanian, Perikanan, Peternakan dan penyediaan 

Bantuan Bibit Unggul, Pupuk serta alat dan mesin Pertanian, serta di perubahan ini 

juga dilaksanakan untuk mendukung Program Prioritas Pusat (Nasional) 

diantaranya : dukungan Swasembada Pangan, dukungan terhadap pencegahan 

stunting dan kemiskinan serta dukungan terhadap pengendalian inflasi daerah. 

Kebutuhan dana/pagu indikatif yg direncanakan untuk menjalankan 

keseluruhan program dan kegiatan pada Anggaran Perubahan 2025 adalah Rp 

31.410.110.025 ,- (Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Seratus 

Sepuluh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah). Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru tahun 2025 

adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 

anggaran sebesar Rp 386.159.700 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran 

sebesar Rp 44.999.750 

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 336.160.000 

c. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dengan 

anggaran sebesar Rp 4.999.950 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 

14.149.904.805 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 

14.101.654.805 
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b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan 

anggaran sebesar Rp 30.000.000 

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp 

18.250.000 

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan anggaran 

sebesar Rp 8.641.000 

a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD 

dengan anggaran sebesar Rp 8.641.000 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 

626.258.500  

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar 

Rp 99.788.000 

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp 

289.956.000 

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar 

Rp 20.000.000 

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan 

anggaran sebesar Rp 5.998.500 

e. Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran 

sebesar Rp 307.245.000 

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

dengan anggaran sebesar Rp 1.111.521.800 

a. Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp 49.960.000 

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 

461.637.000 

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

dengan anggaran sebesar Rp 599.924.800 

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran 

sebesar Rp 755.775.000 

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan 

anggaran sebesar Rp  363.277.000 

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 

392.498.000 
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7. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

dengan anggaran sebesar Rp 871.334.000 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar 

Rp 39.993.000 

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 

384.916.000 

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 

28.500.000 

d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 417.925.000 

8. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai 

dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan 

dan Harga Pangan dengan anggaran sebesar Rp 470.001.350 

a.  Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen 

Wilayah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 395.003.850 

b. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan anggaran sebesar Rp 

74.997.500 

9. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan 

anggaran sebesar Rp 702.768.150 

a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal dengan anggaran sebesar 

Rp 53.255.000 

b. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan 

anggaran sebesar Rp 649.513.150 

10. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai 

sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan anggaran sebesar Rp 

517.696.000 

a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 

dengan anggaran sebesar Rp  255.000.000 

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Berbasis Sumber Daya Lokal dengan anggaran sebesar Rp 262.696.000 

11. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 

dengan anggaran sebesar Rp 245.720.000 
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a. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000 

b. Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal 

Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 

225.720.000 

12. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dengan anggaran sebesar Rp 

1.545.707.670 

a. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan,Kemitraan 

Usaha dengan anggaran sebesar Rp 1.545.707.670 

13. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 

Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 97.199.000 

a. Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan 

dengan anggaran sebesar Rp 97.199.000 

14. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan anggaran sebesar Rp 743.714.000 

a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 743.714.000 ( UPT PPBAT) 

15. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan 

Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan anggaran sebesar Rp 68.206.450 

a. Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada 

Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan 

Risiko dengan anggaran sebesar Rp 68.206.450 

16. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam  

(satu) Daerah Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp 241.839.950 

a. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan 

dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp 65.274.400 

b. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil 

dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp 176.565.550 

17. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 

3.016.318.000 

a. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan anggaran 

sebesar Rp 2.280.530.000 

b. Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang dengan 

anggaran sebesar Rp 217.649.500 
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c. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan dengan 

anggaran sebesar Rp 201.250.000 

d. Pengawasan Penggunaan Sarana Pasca panen Hortikultura dengan 

anggaran sebesar Rp 316.888.500 

18. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya 

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 

1.472.809.650 

a. Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 

dengan anggaran sebesar Rp 1.472.809.650 

19. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan tanaman Pakan 

Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPT BPTPKH) dengan 

anggaran sebesar Rp 400.000.000 

a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala 

Kecil dengan anggaran sebesar Rp 400.000.000 

20. Pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 

760.526.000 

a. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian dengan anggaran 

sebesar Rp 760.526.000 

21. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah 

Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran 

sebesar Rp 282.250.250 

a. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 

dengan anggaran sebesar Rp 233.820.400 

b. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 48.429.850 

22. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah 

Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 82.409.950 

a. Analisis Resiko Penyakit Hewan, Zoonosis,Produk Hewan dan Media 

Pembawa Penyakit Hewan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 

82.409.950 

23. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam 

Daerah Kabupaten/Kota (UPT BPTPKH) dengan anggaran sebesar Rp 

26.000.000 

a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan anggaran sebesar Rp 

26.000.000 
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24. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 

2.730.619.800 

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan 

dan Desa dengan anggaran sebesar Rp 672.190.000 

b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 

dengan anggaran sebesar Rp 1.008.028.950 

c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 

dengan anggaran sebesar Rp 920.505.850 

d. Pembentukkan Kelembagaan Ekonomi Petani dengan anggaran sebesar Rp 

129.895.000 

  

  Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Renja Perubahan 2025 di 

bawah ini : 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Perubahan  

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarbaru Tahun 2025 yang 

didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program 

dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai sebagai 

pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan. 

 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)  Perubahan 

Tahun 2025 merupakan acuan dan sebagai pedoman bagi Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan urusan 

tata pemerintahan pada bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan selama 

satu tahun, sehingga pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan 

perikanan dapat berjalan dengan baik dan sasaran yang telah ditetapkan dapat 

dicapai serta dapat dipertanggungjawabkan melalui akuntabilitas publik sesuai 

dengan semangat (Good Governance) untuk menuju pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa. 

Rencana Kerja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak 

dan tersedianya anggaran. Adanya Renja Perubahan ini diharapkan agar Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru serta seluruh aparat 

dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan 

dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk 

mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, 

transparan dan adil. 



 


